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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Didalam ajaran Agama Islam, telah diajarkan bagaimana cara menolong 

sesama orang Islam lain, dan saling tolong menolong sangat dianjurkan. 

Sebagaimana dalam Al-Qur’an dijelaskan; 

نُوْاَعَ وَ  او  ع  اتََّت  انَِۖو  عُدْو 
ْ
ال اِثْمَِو 

ْ
ىَال

 
ل نُوْاَع  او  ع  اَت 

 
ل التَّقْوٰىَۖو  َو  بِر ِ

ْ
ىَال

 
َل َاّٰه  قُواَاّٰه َِاِنَّ

ابَِ عِق 
ْ
دِيْدَُال  ش 

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, 

Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-

Nya. (QS. Al-Maidah: 2) 

 

Adapun bentuk dalam menolong itu bermacam-macam, ada yang berupa 

sedekah, jual beli, dan salah satu diantaranya ialah hibah dan waris.  

Di Indonesia, khususnya dalam kalangan masyarakat sering terjadi 

keributan, pertikaian, perpecahan akibat dari hibah dan waris yang 

dipermasalahkan di kemudian hari. Memang hibah itu suatu pemberian yang 

secara ihlas dan tanpa mengharapkan imbalan apa lagi dipermasalahkan. Bagi 

orang yang menghibahkan harta memang tidak menemukan suatu 

permasalahan dalam menghibah, karena harta itu milik sendiri. Namun 

dikemudian hari, besar kemungkinan harta yang dihibahkan akan menjadi 
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suatu masalah besar yang lahir dari orang yang masih ada sangkut pautnya 

pada orang yang menghibahkan hartanya. Misal anak, atau sanak saudara, 

dimana orang tuanya menghibahkan hartanya pada orang lain untuk keperluan 

pendidikan atau sesuatu yang bermanfaat, atau orang tua menghibahkan 

hartanya (tanah) pada sebagian anaknya yang sudah berkeluarga, dan anak 

yang belum berkeluarga masih kecil. Ketika sudah tumbuh dewasa, anak yang 

belum berkeluarga akan mempermasalahkan harta hibah tersebut, terkait 

ketidak adilan orang tua dalam memberikan hartanya. Disaat itu, orang tua 

sudah meninggal.  

      Adapun waris berbeda sedikit dengan hibah. Kalau waris itu dalam 

pembagian hartanya ketika orang tua sudah meninggal, dan dalam 

pembagiannya pun sesuai aturan, baik itu menggunakan aturan Agama Islam 

atau dengan Undang-Undang. Dimana dalam pembagiannya sudah ditentukan 

secara rinci dan adil.  

Dalam penelitian ini, penulis akan sedikit menggambarkan pokok 

permasalahan yang penulis teliti. Kronologinya sebagai berikut: ada orang tua 

memiliki beberapa anak, yang jumlahnya pada gambaran ini, orang tua 

memiliki lima anak. Dua anak sudah menikah, dan sisanya masih sekolah. 

Suatu hari, orang tua memiliki inisiatif pada anaknya yang sudah menikah. la 

ingin menghibahkan sebagai tanahnya kepada kedua anaknya. Dengan jumlah 

tiga hektar dari jumlah tanah yang di miliknya lima hektar. Tiga hektar 

tersebut dihibahkan dua anak yang sudah berkeluarga, yang masing-masing 
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mendapatkan 1,5 hektar tanah. Lantas sisa tanah orang tua menjadi dua 

hektar. 

Selang beberapa tahun, orang tua meninggal dunia, dengan meninggalkan 

harta waris dua hektar kepada ahli waris. Ketika orang tua meninggal dunia, 

ketiga anaknya sudah tumbuh dewasa. Pada saat itulah terjadi suatu 

permasalahan dalam keluarga besarnya. Yakni permasalahan terkait 

pembagian tanah yang dilakukan oleh orang tua kepada kedua kakaknya, yang 

mana orang tua memberikan tanah tiga hektar kepada katanya dengan cara 

menghibahkan. Penghibahan ini memang inisiatif orang tua itu sendiri. Nah, 

saat orang tua sudah meninggal dan ketiga anaknya tumbuh dewasa, tiga anak 

ini tidak terima atas pembagian tanah yang dilakukan oleh orang tua kepada 

kedua kakaknya. Mereka (tiga anak tersebut) beranggapan, orang tua pilih 

kasih dalam pembagian harta miliknya, dengan bukti orang tua membagikan 

tiga hektar kepada kakak sedangkan sisanya dua hektar menjadi harta warisan 

yang jelas pasti akan dibagi lagi. Secara otomatis kakak akan mendapatkan 

bagian harta waris lagi berupa sisa tanah yang dihibahkan. Dengan demikian, 

mereka ingin mengambil lagi tanah tiga hektar milik kakaknya yang 

dihibahkan orang tua, dengan harapan mereka mengembalikan status tanah 

menjadi harta waris semua dengan jumlah lima hektar. Ini gambaran 

kronologi yang akan diteliti oleh penulis dari segi Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Pembagian Harta dengan Model Hibah & Waris. 
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B. Definisi Operasional 

a. Hukum Islam 

      Hukum Islam ialah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari 

agama Islam.1 Hal ini yang dimaksud penulis adalah menjelaskan hukum 

pembagian harta dengan model hibah dan waris sesuai dengan hukum 

Islam serta pengertian apa itu harta hibah dan waris sesuai hukum agama 

Islam. 

b. Pembagian Harta 

      Harta dalam bahasa Arab disebut Al-mal. Al-mal yang berasal dari kata 

yang berarti condong, cenderung, dan miring.2 Pembagian harta dalam 

penelitian ini yaitu pembagian yang dilakukan oleh pemilik harta kepada 

ahli waris, dimana pemilik harta masih dihidup yang nantinya menjadi 

hibah dan waris. 

c. Hibah & Waris 

      Harta hibah ialah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya 

pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.3 Harta 

warisan yang dalam istilah fara’id dinamakan tirkah (peninggalan) adalah 

sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang 

                                                 
      1 Taher Azhari, dkk., Islam untuk Disiplin lmu Hukum, (Departemen Agama RI, 2002), hlm. 9 

      2 Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 9 

      3 Syafei Rachmat, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 242 
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atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan 

kepada ahli waris.4 

      Pembagian harta tinggalan orang tua, yang mana sebagian ahli waris 

waktu orang tua masih hidup sudah diberi harta melalui hibah, sementara 

sebagian anak lainnya, tidak diberi hibah saat orang tua masih hidup.  

      Dan orang yang menghibahkan hartanya, kepada ahli waris sewaktu 

masih hidup yang nantinya harta tersebut menjadi hibah dan sisanya 

menjadi pembagaian faraidl waris. 

C. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah yang akan penulis angkat dalam skripsi ini adalah:  

a. Bagaimana pembagian harta waris bagi ahli waris yang sudah menerima 

harta hibah dan tidak menerima hibah? 

D. Tujuan Penelitian 

      Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pembagian harta waris bagi ahli waris yang sudah 

menerima harta hibah dan tidak menerima hibah. 

E. Kegunaan Penelitian 

      Dalam penulisan ini, kegunaan penelitian yang ingin dicapai terbagi 

menjadi dua macam yaitu teoritis dan praktis. Dalam kegunaan teoritis, untuk 

sumbangan penelitian pada dunia pendidikan khususnya Perguruan Tinggi. 

                                                 
      4 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 39 
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      Adapun kegunaan secara praktis, untuk wawasan pengetahuan bagi 

masyarakat dalam kehidupan yang hubungannya dengan pemberian hibah dan 

waris terhadap anaknya. 

a. Kegunaan Teoritis 

      Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan 

sebuah pengetahuan untuk perkembangan ilmu hukum dan sarana 

pengetahuan bagi orang-orang yang mau menghibahkan atau mewariskan 

harta bendanya kepada anak-anaknya. 

b. Kegunaan Praktis  

a) Diharapkan nanti, dari hasil penelitian ini bisa memberi masukan 

kepada orang yang mau menghibahkan atau mewariskan dalam proses 

pelaksanaan yang sesuai dengan tata cara serta ketentuan hukum yang 

berlaku dan bisa menjadi bahan dasar dalam penelitian selanjutnya 

dimasa mendatang dengan lebih luas dan nantinya bisa mengupas tema 

tersebut lebih mendalam. 

b) Bisa menambah pengetahuan untuk semua kalangan, khusunya para 

mahasiswa di Prodi Hukum Ahwal Syakhshiyyah dan umumnya 

dikejurusan hukum lainnya.  

c) Melengkapi kepustakaan khasanah islamiah di Institut Agama Islam 

Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap.  
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F. Telaah Pustaka  

      Terkait masalah harta waris dan harta hibah sudah pasti ada pada Al-

Qur’an dan Al-Hadits, maupun kitab-kitab fiqih yang memuat tentang 

bagaimana keadilan dalam pembagian harta waris dan hibah. Demi 

menciptakan kedamain dalam keluarga, sudah barang pasti para ulama telah 

melakukan sebuah ijtihad terkait pembagian harta waris dan hibah, supaya 

nantinya tidak ada kecemburuan atau tidak adil dalam pembagian harta waris 

dan harta hibah. 

      Untuk itu, penulis ingin sekali menelaah pembagian harta waris dan hibah 

yang dipermasalahkan pada suatu hari, yang penulis khususkan dalam judul 

penelitian skripsi, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta 

Dengan Model Hibah & Waris.  

      Adapun referensi yang penulis siapkan dalam penelitian ini adalah:  

a. Skripsi yang disusun oleh Hiksyani Nurkhadijah, mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul Sistem 

Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Ammatowa Di Kabupaten 

Bulukumba. Skripsi ini penulis gunakan sebagai bahan perbandingan 

dalam melakukan suatu penelitian karena dilihat dari isinya hampir mirip 

dengan skripsi yang penulis susun. Untuk perbandingannya, dalam skripsi 

ini mencangkup pembagian waris dengan sistem Asas-asas Hukum 

Kewarisan Adat dan Pewarisan Menurut Hukum Adat. Sedangakan skripsi 

penulis ialah orang yang menghibahkan hartanya, kepada ahli waris 
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sewaktu masih hidup yang nantinya harta tersebut menjadi hibah dan 

sisanya menjadi pembagaian faraid/waris. Dengan demikian, antara 

skripsi dari perbandingan dengan skripsi penulis berbeda, dan skripsi 

penulis asli milik sendiri.  

b. Skripsi yang disusun oleh Andri Widayanto Al Faqih, mahasiswa Fakultas 

Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian 

Harta Waris Di Dusun Wonokasihan Desa Sojokerto Kecamatan Leksono 

Kabupaten Wonosobo. Skripsi ini penulis gunakan sebagai bahan 

perbandingan dalam melakukan suatu penelitian karena dilihat dari isinya 

hampir mirip dengan skripsi yang penulis susun. Untuk perbandingannya, 

dalam skripsi ini mencangkup pembagian waris dengan sistem praktek 

kewarisan yang dilaukan pada masyarakat Dusun Wonokasihan 

didasarkan pada hukum adat dan tradisi waktu pembagian warisan 

dilakukan sebelum mawaris meninggal dunia skripsi penulis ialah orang 

yang menghibahkan hartanya, kepada ahli waris sewaktu masih hidup 

yang nantinya harta tersebut menjadi hibah dan sisanya menjadi 

pembagaian faraid/waris. Dengan demikian, antara skripsi dari 

perbandingan dengan skripsi penulis berbeda, dan skripsi penulis asli 

milik sendiri.  

c. Buku berjudul Fiqih Sunnah karya Muhammad Sayyid Sabiq. Buku ini 

merupakan buku yang cukup populer di Indonesia terutama dikalangan 
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para Hakim Pengadilan Agama dan masyarakat Islam Indonesia, sebab 

dalam buku ini membahas mengenai persoalan umat Islam, baik persoalan 

hukum maupun persoalan ibadah. (Buku ini juga membahas tentang 

persoalan Waris dan Hibah yang mana bagian harta waris harus ditentukan 

sesuai dengan firman Allah SWT) 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Ketentuan Umum Tentang Waris 

1. Pengertian Waris  

      Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut faraid, yang 

kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman 

istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah hukum 

waris, hukum warisan, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum 

faraid, hukum mawaris, dan lain-lain. Namun demikian dari segi 

kebahasaan, istilah yang sesuai untuk penyebutan hukum faraid tersebut 

adalah hukum kewarisan.5 

Kata warisan yang sudah populer dalam bahasa Indonesia berasal 

dari bahasa Arab َ ث  ر  َمِيَْ sebagai fi’il, isimnya menjadi و  اث  ر   dijama’kan 

menjadi َُارِث و  َم 
ْ
 6. ال

Dari pengertian secara bahasa Arab dalam waris, terdapat kata َ ث  ر   و 

yang didalam Al-Qur’an, yaitu:  

َ ِ
 

ل
ُ
اَمِنَْك وْتِيْن 

ُ
ا يْرَِو  َالطَّ نْطِق  اَم  مْن  ِ

 
اَالنَّاسَُعُل يُّه 

 
َيٰٓا

 
ال ق  َو  اوٗد  يْمٰنَُد 

 
َسُل رِث  و   و 

                                                 
      5 Usman Rachmadi, Hukum Kewarisan Islam, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 1 

      6 Muslich Maruzi, Pokok-Pokok Ilmu Waris, (Semarang: Mujahidin, 1981), hlm. 1 



24 

 

مُبِيْنََُ
ْ
َال

ُ
ضْل ف 

ْ
َال هُو 

 
اَل َهٰذ  َِاِنَّ يْء 

َش 
Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia (Sulaiman) berkata, 

“Wahai manusia! Kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi 

segala sesuatu. Sungguh, (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.” 

(QS. An-Naml: 16)7 

 

      Menurut istilah, mawaris dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris 

yang telah ditetapkan dan ditentukan besar kecilnya oleh syara’. 

Sebagaimana ulama faradiyun, mendefinisikan ilmu fara’id sebagai 

berikut; 

ةَِ عْرِف  م  اِرْثَِو 
ْ
قَُبِال ِ

 
ل ع  مُت 

ْ
فِقْهَُال

ْ
ةََِذَٰال عْرِف  م  ىَ

 
مُوْصِلَِاِل

ْ
ابَِال س  حِ

ْ
َلَِال ةَِك  عْرِف  م  و 

َ  
ق  َذِىَح  ِ

 
ةَِلِكُل

 
ركْ ِ
َالت  اجِبَِمِن  و 

ْ
دْرَِال  ق 

Ilmu fiqih yang bertautkan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan 

tentang cara penghitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian 

pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta 

peninggalan untuk setiap pemilik hak pusaka.8 

Pengertian ilmu fara’id dalam istilah juga disebutkan didalam buku 

karyanya Habi Ash-Shiddieqy, yaitu sebagai berikut: 

اي رِثَُ
 
نَْل م  نَْي رِثَُو  فَُبِهَِم  مَُيُعْر 

ْ
ةَُالتََّعِل يْفِيَّ

 
َو ك ارِث  َو  ِ

 
ل
ُ
ارَُك مِقْد  وْيِيْ َُو   

Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang 

yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-

tiap ahli waris dan cara pembagiannya.  

      Dalam redaksi lain juga disebutkan: 

                                                 
      7 Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Direktor Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’at, 

2010), hlm. 532 

      8 Muhammad Asy-syarby Al-Khatib, Mughnil Mukhtah, Musthafa Al-Babil Halby, Juz III, (Kairo, 

1958), hlm. 3 
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َ
ْ
َال َمِن  اعِد  و  َق 

ْ
ال ابَِيُعَْفِقهَِۡو  س  اَحِ اَم  فَُبِه  الت َِر  َفِىَ  

ق  َذِىَح 
َّ

ل
ُ
َك صُّ خُ ن صِيَْرَْي  ةَِو 

 
َك ب 

َمِنَْ ارِث  َو  ِ
 

ل
ُ
اك ه   

Beberarapa kaidah yang terpetik dari fiqih dan hisab untuk mengetahui 

secara khusus mengenai segala yang mempunyai hak  terhadap 

peninggalan si mayit dan bagian ahli waris dari harta peninggalan 

tersebut.9.  

هَِ ِ
حِق  َلِمُسْت  ر 

دَّ َمُق  رْعًاَاِسْمَُن صِيْب  ةَُش  رِيْض  ف 
ْ
ال  و 

Sebutan untuk bagian yang ditentukan untuk orang yang berhak 

menerimanya.10 
 

2. Sumber Hukum Waris Islam  

      Sumber hukum Islam dalam hal fara’id terdapat tiga macam, yaitu Al-

Qur’an, Hadits, ljtihad. 

1. Al-Qur’an 

      Al-Qur’an merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang 

banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan fara’id tiap-tiap ahli waris, 

seperti tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 7, 11, 12, 176, dan surat 

surat yang lain. Untuk perinciannya sebagai berikut:  

a. Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7:  

اءَِۤن صَِ س  ِ
لِلن  َۖو  بُوْن  قْر 

 
ا
ْ
ال الِدٰنَِو  و 

ْ
َال ك  ر  اَت  َمّ َِّ الَِن صِيْب  ج  َلِلر ِ ك  ر  َمِّ َّاَت  يْب 

فْرُوْضًا ثُر ََِن صِيْبًاَمَّ
 
كَ وْ

 
َمِنْهَُا

َّ
ل اَق  َمَِّّ بُوْن  قْر 

 
ا
ْ
ال الدِٰنَِو  و 

ْ
 ال

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang 

tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) 

                                                 
      9 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, Fiqih Mawaris, (PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 

hlm. 6 

      10 Divisi Fath-al-Qorib Tim Pembukuan ANFA' 2015, Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam 

Fath Al-Qarib, (Lirboyo: Anfa' Press, 2015), hlm. 458 
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dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik 

sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. 

An-Nisa’ : 7)  

b. Al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 11-12 dan 176:  

 

َيَْصَِيُوَْ
ُ
َفِيۡ َك ُ

َاّٰه وََْمُ
 
مَْا

ُ
ادكِ

 
َمِثََْل رِ

 
ك َلِلذَّ

ْ
َال ظ ِ َح 

ُ
نَْل

ُ
يَْا ي 
 
اَِث َف  اۤءًََنَْۡنَِۚ َنِس  نَّ

ُ
ك

وَْ َاثَْف  يَْق  هَُن ت 
 
ل َف  اِنَْنِ َو  َۚ ك  ر  َت  ا َم  ا ث 

ُ
َثُل ان تََْنَّ

 
َالن ََِك ا ه 

 
ل َف  ةً احِد  فََُِصَْو 

يَْ و  ب 
 
لِا نََْهَِو  َم ِ احِد  َو  ِ

 
َالِكُل ا َتَ هُم  ا َمَِّّ دُسُ َاِنَْرَ لسُّ اِنََْك  َف  َۚ د 

 
ل َو  هٗ

 
َل ان 

 
مََْك

َّ
َل

نَْ
ُ
م ََِي ك

ُ
لِا َف  ة  هٗ َاِخْو 

 
َل ان 

 
اِنَْك ثََُۚف 

ُ
ل هَِالثُّ م ِ

ُ
لِا وٰهَُف  ب 

 
هٗ َا رِث  و  َوَّ د 

 
ل هَٗو 

َّ
دَُل سَُهَِالسُّ

وَْ َيُّ ة  صِيَّ َو  عْدِ َب  يَْمِنْْۢ َد  وۡ
 
َا ا  َبِه  مَْصِيۡ

ُ
اۤؤكُ ب 

ٰ
َا َِ بََْن 

 
ا اۤؤَُو  مَْن 

ُ
دََْك َت  ا

 
َرُوَْل هُمََْن  يُّ

 
َا

قَْ
 
مَْا

ُ
ك
 
بَُل رِيَْن فََْر  َ عًاََِف  َاّٰه ََِِاِنَّ َاّٰه ن  ةًَم ِ لِيَْض  َع  ان 

 
كََِك ََََََََََََََمًايَْمًاَح   

 

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-

laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika 

anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, 

maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. 

Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh 

setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, 

bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, 

jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang 

meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua 

ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia 

(yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya 

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) 

setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah 

dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, 

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak 

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah 

Maha Mengetahui, Mahabijaksana.(QS. An-Nisa’:11) 
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Dalam sistem hukum Islam, hukum waris menempati posisi yang 

strategis. Ayat-ayat tentang kewarisan secara eksplisit paling 

banyak dibicarakan dalam Al-Qur’an.11 

2. Al-Hadits  

      Hadits merupakan pelengkap Al-Qur’an sebagai sumber hukum 

ajaran Islam. Mayoritas ulama berpendapat, bahwa Al-Hadits 

merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati kedua 

setelah Al-Qur’an.12 Diantara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a 

َ
ْ
َال

ٰ
وْل
 
َلِا اَب قِي  م  اَف  هْلِه 

 
ائِضَُبِا ر  ف 

ْ
قُواَال رَ حِ

 
َذ ك جُل  ر  ىَ  

Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan 

bagian masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada 

asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.  

 
3. Ijma’ dan Ijtihad  

      Ijma’ menurut istilah para ahli ushul fiqih adalah kesepakatan 

seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah 

Rasulullah SAW, wafat atas hukum syara’ mengenai suatu kejadian.13 

      Walaupun sebenarnya Al-Qur’an dipandang telah mencukupi 

sebagai sumber legislasi yang memberi pedoman hukum yang 

berkenaan dengan kehidupan pribadi dan sosial umat Islam, khususnya 

                                                 
      11 Hakim Helmi, Pembaharuan Hukum Waris Islam Persepsi Metodologi, (Jakarta: al-Fajar, 1994), 

hlm. 11 

      12 Anwar Hartono, Hukum Islam Kekuasaannya dan Keadilannya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 

hlm. 95. 

      13 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih, Alih Bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, 

(Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 40. 
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dalam bidang kewarisan. Akan tetapi kehidupan yang dinamik 

membutuhkan hukum yang bisa berubah sesuai dengan perubahan 

kondisi sosial budaya. Karena itu diperlukan alat yang memungkinkan 

kaum muslimin untuk memproduk hukum-hukum baru yang relevan 

dengan kebutuhan yang mereka menghadapi sosial, budaya yang 

demikian. Maka diperlukan usaha dengan mencurahkan segala 

kemampuan berpikir guna mengeluarkan hukum dari dalil Al-Qur’an 

maupun sunnah dan hasil ijtihad tersebut dinamakan ijtihad oleh para 

mujtahid (pelaku ijtihad). Hasil ijtihad inilah yang dijadikan sebagai 

sumber dasar hukum oleh umat Islam dalam menghadapi persoalan-

persoalan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun sunnah, 

khususnya yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kewarisan.14 

      Sebagian kecil dari ijma’ para ahli, dan beberapa masalah diambil 

dari ijtihad para sahabat, ijma’ dan ijtihad sahabat, imam madzhab, 

dan para mujtahid dapat digunakan dalam pemecahan- pemecahan 

masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih, Misal:  

a. Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam Al-

Qur’an, masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah 

kalalah. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan imam 

madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit, saudara- saudara 

                                                 
      14 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, 

(Yogyakarta: Ekonosia, 2002), hlm. 13 



29 

 

tersebut mendapat bagian waris secara muqasamah bersama 

dengan kakek.  

b. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada 

kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama 

dengan saudara-saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka, 

cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhijab 

oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang 

Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad para 

ulama muqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat 

wajibah.15 

      Meskipun Al-Qur’an dan sunah Rasul telah memberi ketentuan 

terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal 

masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal yang tidak 

ditentukan dalam Al-Qur’an atau sunah Rasul.  

3. Harta Warisan  

      Harta warisan dalam istilah fara’id dinamakan tirkah (peninggalan) 

adalah suatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa 

uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan 

kepada ahli warisnya.  

      Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal harus diartikan 

demikian luas, sehingga mencangkup hal-hal sebagai berikut: 

                                                 
      15 Umam Dian Khairul, Fiqih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 15-16 
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a. Kebendaan dan sifat-sifatnya yang mempunyai nilai kebendaan. 

Misalnya benda tetap, benda bergerak, piutang-piutang orang yang 

telah meninggal yang menjadi tanggunggan orang lain. Termasuk 

didalamnya diyah wajibah yang dibayarkan kepadanya oleh 

pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf, uang 

pengganti qisas karen tindakan pembunuhan yang dimaafkan atau 

karena melakukan pembunuhan adalah ayahnya sendiri, dan 

sebagainya.  

b. Hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk mendayagunakan 

dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, 

irigasi pertanian, perkebunan, dan lain-lain.  

c. Hak-hak yang bukan kebendaan, seperti hak diar, hak syuf’ah, hak 

memaafkan barang yang diwasiatkan, dan sebagainya.  

d. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti 

benda-benda yang sedang digandakan oleh si pewaris, barang- barang 

yang telah dibeli olehnya ketika hidup, yang harganya sudah 

dijadikan mas kawin istrinya, yang belum diserahkan sampai ia 

meninggal, dan sebagainya.16 

      Harta peninggalan dari kata at-Tarikah, yaitu harta yang ditinggalkan 

mayit secara mutlak. Ibnu Hasm menetapkan ini dan berkata, 

"Sesungguhnya Allah mewajibkan warisan terkait harta yang ditinggalkan 

                                                 
      16 Ibid., hlm. 39-40 
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manusia setelah dia mati, bukan terkait sesuatu yang bukan harta. Adapun 

dengan hak-hak, maka tidak ada yang diwariskan kecuali yang berkaitan 

dengan harta atau termasuk dengan makna harta. Seperti hak 

kebersamaan, pengembangan, dan hak tinggal ditanah yang dimonopoli 

untuk bangunan dan penanaman. Ini merupakan Madzhab Maliki, 

Madzhab Syafi’I, Madzhab Hambali mencangkup seluruh harta dan hak 

yan ditinggalkan oleh mayit, baik hak-hak itu yang berkaitan dengan harta 

maupun yang tidak berkaitan dengan harta."17 

      Walupun pengertian tirkah sangat luas, terjadi juga perbedaan 

pendapat dikalangan para ulama. Golongan Hanafiyyah memiliki tiga 

pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang masyhur bahwa tirkah adalah 

harta benda yang ditinggalkan si pewaris yang tidak mempunyai 

hubungan hak dengan orang lain.  

      Sebagian golongan Hanafiyyah lainnya mengatakan bahwa tirkah 

adalah sisa harta setelah diambil perawatan dan pelunasan utang. Jadi, 

tirkah adalah harta peninggalan yang harus dibayarkan untuk 

melaksanakan wasiat, dan yang harus diterima oleh ahli warisnya. 

Sebagian lainnya mengatakan bahwa tirkah mempunyai arti yang mutlak, 

yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan si pewaris. Dengan demikian, 

mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya 

                                                 
      17 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009), hlm. 605 
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perawatan, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan penerimaan kepada 

ahli waris.  

      Ibnu Hazm sependapat dengan pendapat fuqaha Hanafiyyah, dengan 

menetapkan bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan warisan pada 

harta, bukan yang lain yang ditinggalkan oleh manusia sesudah dia mati. 

Adapun hak-hak, ia tidak diwariskan kecuali yang mengikuti harta atau 

dalam pengertian harta, misalnya hak pakai, hak penghormatan, hak 

tinggal di tanah yang dimonopoli untuk bangunan dan tanaman.  

      Menurut Madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali, peninggalan ini 

meliputi semua harta dan hak yang ditinggalkan oleh si pewaris, baik hak 

harta benda maupun hak bukan harta benda.  

      Hanya Imam Malik saja yang memasukkan hak-hak si pewaris, baik 

hak yang tidak dapat dibagi, seperti hak menjadi wali nikah ke dalam 

keumuman arti hak-hak, dengan mengemukakan argumentasi sebuah 

hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:  

وْتِهَِ َم  تِهَِب عْد  ث  ر  َلِو  هُو  اَف 
ً
ال وَْم 

 
اَا قًّ َح  ك  ر  نَْت   م 

Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka 

hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.  
 

      Kitab Undang-Undang Hukum Warisan Mesir dalam menetapkan 

pengertian tirkah mengambil pendapat Jumhur, yaitu segala sesuatu yang 

ditinggalkan oleh si pewaris yang mencakup seluruh harta atau 

tanggungan yang berhubungan dengan hak orang lain, biaya-biaya 
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perawatan, pelunasan utang baik yang ainiyah maupun mutlaqah, sisa 

yang diwariskan, dan yang diterima oleh ahli waris.  

      Adapun menurut hukurn adat yang berlaku di beberapa daerah di 

Indonesia, tidak semua harta peninggalan dapat diwariskan, dalam arti 

dibagi-bagikan kepada ahli warisnya menurut kedudukan mereka masing-

masing, tetapi harta peninggalan tersebut harus dimiliki. bersama-sarna 

dengan seluruh ahli waris sebagai kesatuan keluarga. 18 

4. Ahli Waris  

      Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta 

peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan 

keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya 

(wala’).  

      Di dalam buku lain karya Drs. Moh. Anwar Bc. Hk menyebutkan 

bahwa: hal-hal yang dapat menyebabkan menjadi ahli waris itu ada empat 

macam, yaitu:  

1. Sebab kerabat (hubungan darah)  

2. Sebab pernikahan (suami/istri)  

3. Sebab wala’ (yaitu menerima waris dari orang yang telah 

memerdekakan olehnya)  

                                                 
      18 Umam Dian Khairul, Op.Cit., hlm. 39-41 
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4. Sebab Islam, yaitu harta waris yang diserahkan kepada Baitul Maal 

untuk keperluan kaum muslimin, setelah tidak adanya ahli waris tiga 

hal tersebut.  

      Orang-orang yang dapat mewarisi seorang yang meninggal dunia itu 

berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak 

wanita. Didalam kitab Kifayatul Akhyar secara ringkas dikatakan: Ahli 

waris dari laki-laki itu ialah : 

1. Anak laki-laki  

2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya kebawah  

3. Ayah  

4. Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas  

5. Saudar laki-laki seibu seayah  

6. Saudara laki-laki seayah  

7. Saudar laki-laki seibu  

8. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari nomor 5)  

9. Kemenakan laki-laki (anak laki-laki dari nomor 6 dan nomor 8 dan 9) 

seterusnya kebawah berturut-turut yang ke luar dari jurusan laki- laki 

10. Saudara ayah (paman) yang seibu seayah  

11. Saudara ayah (paman) seayah nomor 10 dan 11 tersebut, dan 

seterusnya ke atas berturut-turut dari jurusan laki-laki, termasuk 

didalamnya, paman ayah, paman kakek, dan seterusnya.  

12. Anak paman yang seibu dan seayah (anak laki-laki dari nomor 10)  
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13. Anak paman yang seayah (anak laki-laki dari nomor 11), Nomor 12 

dan 13 tersebut, dan seterusnya kebawah berturtu-turut dari jurusan 

laki-laki  

14. Suami  

15. Orang laki-laki yang memerdekakan 

      Tetapi andaikata semua ahli waris tersebut diatas ada semuanya, 

tidaklah semuanya mendapatkan warisan, hanya ada 3 (tiga) orang saja 

orang yang mendapatkan warisan, yakni:  

1. Ayah  

2. Anak  

3. Suami  

      Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada sepuluh orang, yaitu: 

1. Anak perempuan  

2. Anak perempuan dari laki-laki dan seterusnya kebawah berturut- turut 

dari jurusan laki-laki  

3. Ibu  

4. Nenek perempuan (ibunya ibu) dan seterusnya berturut-turut dari 

jurusan perempuan  

5. Nenek perempuan (ibunya ayah) dan seterusnya ke atas yang melulu 

dari jurusan ayah (laki-laki)  

6. Saudara yang seibu dan seayah  

7. Saudara perempuan seayah  
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8. Saudara perempuanseibu  

9. Istri  

10. Orang perempuan yang memerdekakan  

      Kalau seandainya sepuluh orang tersebut semuanya ada, maka yang 

mendapatkan warisan hanya lima orang saja, yaitu:  

1. Anak perempuan 

2. Anak perempuan dari anak laki-laki  

3. Ibu  

4. Saudara perempuan seibu seayah  

5. Istri  

      Andaikata semua hali waris 25 orang tersebut semuanya ada, maka 

yang mendapatkan waris ialah”  

1. Ayah  

2. Ibu  

3. Anak laki-laki  

4. Anak peempuan  

5. Suami atau istri19  

      Adapun pengertian mewarisi secara istilah adalah perpindahnya hak 

milik dari si pewaris kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang 

ditinggalkan itu berupa harta, kebun, atau hak-hak Syariah.20  

                                                 
      19 Mohammad Anwar, Faraidl (Hukum Warisan dalam Islam) dan Masalah-Masalahnya, 

(Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), hlm. 21-23 
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      Ditinjau dari segi hak atas harta warisan, maka ahli waris terbagi 

menjadi tiga golongan, yaitu dzaul furudh, ashabah, dzawil arham dengan 

penjelasan sebagai berikut:  

1. Dzaul furudh (Ashabul furudh) adalah mereka yang mendapatkan 

bagian yang telah ditetapkan dari enam ketetapan prosentasi yang telah 

ditentukan bagi mereka, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. 

      Ashabul furudh berjumlah dua belas: empat dari kalangan laki-laki, 

yaitu bapak, kakek dan seterusnya keatas, saudara laki, laki seibu, dan 

suami. Sedangkan dari kalangan perempuan ada delapan: yaitu istri, anak 

perempuan, saudara perempuan kandungan, saudara perempuan sebapak, 

saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan nenek 

yang shahih dan seterusnya keatas.21  

      Dalam pembagian harta waris, para ahli waris dari ashabul furudh 

harus didahulukan daripada golongan ashabah dan dzawil arham kalau 

ada. Hal ini karena harta peninggalan itu akan habis dibagikan kepada 

ashabul furudh sesuai dengan bagiannya masing- masing. Bila ada sisanya 

sisa harta inilah yang kemudian dibagikan kepada ahli waris dari golongan 

ashabah, sesuai dengan ketentuan dalam membagikan pusaka kepada 

mereka. 22 

                                                                                                                                           
      20 Umam Dian Khairul, Op.Cit., hlm. 43-45 

      21 Sabiq Sayyid, Op.Cit., him. 611 

      22 Umam Dian Khairul, Op.Cit., hlm. 61 
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2. Ashabah adalah bentuk tunggal dari aashib, seperti thaalib dan 

thalabah. Mereka adalah anak-anak seseorang dan kerabatnya 

sebapak. Mereka disebut demikian karena sebagian dari mereka 

memperkuat keterkaitan sebagian yang lain. Lafadz ini diambil dari 

perkataan: ashaba al-qaumu bi fulaan, maksudnya, mereka 

mengelilingi fulan. Mereka adalah: anak sebagai satu pihak, bapak 

sebagai pihak lain, saudara sebagai satu sisi, dan paman sebagai sisi 

lain. Mereka yang dimaksud disini adalah orang-orang yang diberi 

bagian yang tersisa setelah ashabul furudh mengambil bagian mereka 

yang telah ditetapkan bagi mereka. Jika tidak ada yang tersisa dari 

mereka, maka mereka tidak mendapat bagian sama sekali, kecuali jika 

yang menjadi ashabah adalah anak laki- laki, maka dia tetap mendapat 

bagian dalam keadaan apapun.  

      Ashabah juga adalah mereka yang berhak mendapat seluruh harta 

peninggalan jika tidak ada ashabul furudh seorang pun. Ini 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari 

Ibnu Abbas bawah Rasulullah SAW, bersabda:  

َ
ْ
َقُواَاحَِال

ْ
َل

 
ائِضَُبِا ر  وَْهَْف 

 
َلِا هُو  َف  اَب قِي  م  اَف  َذَ لِه  جُل  ر  ىَ

 
رَ ل

 
َك  

 Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan 

bagian masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada 

asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama. 
 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW, bersabda: 
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اَمِنَْ وَْمُؤََْم 
 
ن اَا

 
اَا

َّ
َاِل َمِن 

ٰ
ابِهَِفِىََىل نْي  ََالدُّ

ْ
ال ةَِو  ءُوۡاَاِنَْاِقَْآخِر  لَمَْتَُشِئََْر 

 
وَْ:َا

 
َا بِيُّ ىَنَّ

 
ل

َ
ْ
َمِنَْمِنِيَْمُؤَْبِال نََْن 

 
اَمُؤََْفُسِهِمَْا م  يُّ

 
ا تَ ف  َو  ات  َم  َمِن 

ْ
ل اَف 

ً
ال َم  ك  رِثَْر  ََهَُي  ص  نَْع  تُهَُم  انُوََْبَ 

 
اَك

نَْ م  يََْو  َد  ك  ر  وَْنًَت 
 
ََاَا

ْ
ل اعًاَف  َضِي 

ْ
أ وَْي  ن اَم 

 
ا اهَُتِنِىَف 

 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََل  

Tidak ada seorang mukmin pun melainkan aku lebih utama baginya di 

dunia dan akhirat. Bacalah jika kalian mau, "Nabi lebih utama bagi 

orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri." (Al-Ahzab: 6) Maka, 

mukmin siapapun yang mati dan meninggalkan harta, siapapun 

Ashabahnya hendaknya mereka mewarisinya. Dan siapa yang 

meninggalkan hutang atau kehilangan, hendaknya dia datang 

kepadaku, akulah yang menangani urusannya.23 

 

3.  Dzul Arham  

      Kata Al Arham adalah bentuk jama’ dari kata Rahmun, yang 

menurut bahasa artinya ialah tempat terbentuknya janin dalam perut 

ibunya. 

      Pengertian tersebut kemudian diperluas sebagai sebutan untuk 

setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang akibat 

adanya hubungan darah. Keluasan arti dzul arham tersebut diambil 

dari pengertian lafadz ulul arham yang terdapat dalam Al-Qur’an: 

َ
 
امَِب عْضُهُمَْا رْح 

 
ا
ْ
واَال

ُ
ول
ُ
ا َبَِو  َاّٰه  َِِاِنَّ كَِتٰبَِاّٰه َفِيْ عْض  بِب  ىَ

ٰ
لِيْمَ وْل َع  يْء 

َش  ِ
 

كُل  
Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya 

lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) 

menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu. (QS. Al-Anfa: 75) 

 

                                                 
      23 Sayyid Sabiq, Op.Cit., hlm. 620-621 
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         Secara umum pengertian dzul arham mencangkup seluruh 

keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang 

memiliki meninggal, baik yang termasuk ahli waris golongan ashabul 

furudh, ashabah, maupun golongan lain. Akan tetapi, ulama-ulama 

faraid mengkhususkan pengertian dzul arham kepada ahli waris selain 

ashabul furudh dan ashabah, baik laki-laki maupun perempuan, baik 

seorang maupun banyak. 

      Dari uraian tersebut, dapat diketahui bahwa dzul arham menurut 

istila adalah mereka (semua ahli waris) yang tidak memiliki bagian 

tertentu dalam Al-Qur’an dan Sunnah, serta bukan termasuk ashabah. 

Jadi, setiap kerabat yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan 

orang yang memiliki meninggal dan tidak mewarisi melalui furudh, 

dan ta’sib, dia termasuk dzul arham. Misal saudara perempuan ayah, 

saudara laki-laki dan perempuan ibu, anak laki-laki dari anak 

perempuan, dan seterusnya. 

5. Syarat dan Rukun Waris 

      Syarat-syarat kewarisan ada tiga, yakni: 

1. Matinya mawaris (orang yang mewariskan) 

      Meninggalnya mawaris dapat dibedakan menjadi tiga sebab. 

Pertama, mati hakiki yakni kamatian seseorang yang dapat diketahui 

tanpa harus melakukan pembuktian. Kedua, mati hukmi, yakni yaitu 

kematian seseorang secara yuridis diterangkan melalui keputusan 
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hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam 

kasus seseorang yang dinyatakan hilang (al-mafqud) tanpa diketahui 

dimana dan bagaimana keadaannya. 

      Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim 

orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan 

hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena 

itu mengikat. Dan ketiga adalah mati taqdiri, yakni yaitu anggapan 

atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya: 

seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan pertempuran, atau 

tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan 

dirinya, setelah beberapa tahun ternyata tidak diketahui kabar 

beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah 

meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.  

2. Hidupnya warits (ahli waris) pada saat meninggalnya muwarrits 

      Maksud dari masih hidupnya warits yaitu pada saat meninggalnya 

al-Muwarris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk 

dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan 

(al-hamli). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan 

hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka si janin 

tersebut berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan 

yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batasan minimal) dan atau 
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paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk 

mengetahui kepada siapa janin tersebut dinasabkan.  

3. Tidak adanya penghalang yang menghalangi warisan  

      Maksud dari diketahui posisi ahli waris adalah status hubungan 

antara ahli waris dengan pewaris. Hal ini berhubungan dengan bagian 

yang akan diterima oleh ahli waris sesuai dengan status 

hubungannya.24  

      Adapun rukun pembagian waris ada tiga, yaitu:  

1. al-Muwarris benar-benar telah meninggal dunia, apakah 

meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri 

berdasarkan perkiraan.25  

2. Pada saat meninggalnya al-Muwarris, ahli waris benar-benar 

dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi 

yang masih berada dalam kandungan (al-hamli). Meskipun masih 

berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan 

(kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak 

mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang 

tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau 

                                                 
      24 Ash-Shobuni Muhammad Ali, Hukum Waris Allah, Alih Bahasa Sarmin Syukur, (Surabaya: al- 

Ikhlas, 1995), hlm. 56-58 

      25 Ahmad Azhar Basyir, Reaktualisasi, Pendekatan Sosiologis Tidak Selalu Relevan, dalam Iqbal 

Abdurrauf Sormima (ed), Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam, tth, hlm. 20-21 
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paling lama (batas maksimal) usia kandungan, Ini dimaksudkan 

untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan.26 

3. Al-Maurus atau al-miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah 

dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan 

pelaksanaan wasiat”.27 

6. Perkara yang Menyebabkan Seseorang Menerima Waris  

      Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga 

macam, yaitu sebagai berikut:  

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab 

      Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta 

paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang 

yang bernasab dengan mereka, Allah SWT berfirman dalam Al-

Qur’an:  

َ
َّ
ال وو 

ُ
ول
ُ
ا مَِْو 

ُ
َمِنْك ٰۤىِٕك  ول

ُ
ا َف  مْ

ُ
ك ع  َم  دُوْا اه  ج  َو  رُوْا اج  ه  َو  عْدُ َب  َمِنْْۢ نُوْا م 

ٰ
َا اَذِينْ 

َ َش  ِ
 

َبِكُل َاّٰه  َِِاِنَّ كَِتٰبَِاّٰه َفِيْ عْض  بِب  ىَ
ٰ
وْل
 
امَِب عْضُهُمَْا رْح 

 
ا
ْ
لِيْمَ ال َع  ََََََََََََيْء   

Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan 

berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-

orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih 

berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut 

Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 

Al-Anfal: 75) 

 

                                                 
      26 Sayyid Sabiq, Fiqih al-Sunnah, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas), tth, 257 
27 Muslich Marzuki, Op.Cit., hlm. 11-12 
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      Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang 

mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. 

Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling 

kuat, karena kekerabatan merupakan unsur kualitas adanya seseorang 

yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.  

2. Karena Hubungan Pernikahan  

      Hubungan pemikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah 

yang sah dan terjadi antara suami-istri sekalipun belum terjadi 

persetubuhan. Adapun suami-istri yang melakukan pernikahan tidak 

sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Pernikahan yang sah 

menurut syari’at Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan 

itu masih terjadi. Masing- masing pihak adalah teman hidup dan 

pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh 

karena itu, adalah bijaksana kalau Allah memberikan sebagian tertentu 

sebagai imbalan pengorbanan dari jerih payahnya, bila salah satu dari 

keduanya meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka.  

      Atas dasar itulah, hak suami maupun istri tidak dapat terhijab sama 

sekali oleh ahli waris siapa pun. Mereka hanya dapat terhijab nuqsan 

(dikurangi bagiannya) oleh anak turun mereka atau oleh ahli waris 

yang lain.  
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3. Karena Wala’  

      Wala’ adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah 

memerdekakan seorang hamba kemudian budak itu menjadi kaya. Jika 

orang yang dimerdekakan itu meninggal dunia, orang yang 

memerdekakannya berhak mendapatkan warisan.  

      Wala’ yang dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, 

disebut juga dengan istilah wala’ul itqi, dan atau wala’ul nikmah. Hal 

ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah 

dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.  

      Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh 

barang-barang yang dimilikinya itu, berarti telah terjadi hubungan 

antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang 

membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut wata’ul itqi. Orang 

yang membebaskan hamba sahaya karena wata’ul itqi ini dapat 

mewarisi peninggalan hamba sahaya yang telah dibebaskannya jika si 

hamba sahaya itu telah menjadi kaya. Hal ini ditentukan oleh syariat 

Islam sebagai balas jasa atas perbuatan mulia yang dilakukan tersebut. 

Warisan itu dapat diperoleh jika orang yang dimerdekakan itu tidak 

mempunyai ahli waris, zawil arham, atau suami-istri.28 

 

                                                 
      28 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris, Penerjemah Abdulhamid Zarwan (Solo: CV. 

Pustaka Mantiq, 1994), hlm. 36 
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7. Perkara yang Menjadi Penghalang Seseorang Menerima Waris 

      Penghalang kewarisan artinya suatu keadaan yang menjadikan 

tertutupnya peluang seseorang untuk mendapatkan warisan. Adapun orang 

yang terhalang untuk mendapatkan warisan ini adalah orang yang 

memenuhi sebab-sebab memperoleh warisan.  

      Ada tiga hal yang menyebabkan seseorang tidak berhak mewarisi harta 

peninggalan si pewaris, yaitu:  

1. Perbudakan (hamba sahaya)  

      Sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya sebab 

kalau ia mewarisi berarti harta warisan itu akan diminta oleh 

majikannya. Padahal majikan adalah orang lain dari kerabat hamba 

sahaya yang menerima warisan tersebut.  

      Para fuqaha juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta 

barang-barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan 

majikannya. Oleh karena itu, ia tidak dapat mewarisi harta 

peninggalan kerab kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke 

tangan majikannya.  

      Ketentuan ini berlaku bagi status hamba sahaya, baik hamba 

sahaya yang murni atau yang madabbar, yaitu seorang hamba sahaya 

yang oleh majikannya dikatakan, "Kalau aku sudah mati kelak engkau 

akan merdeka", atau hamba sahaya yang mukattab yaitu hamba sahaya 

yang dapat dimerdekakan dengan cara membayar kepada majikannya 
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secara angsuran paling sedikit dua kali. Misalnya si majikan 

mengatakan, "Jika engkau mau membayar sekian dengan mengangsur 

paling sedikit dua kali, maka engkau akan merdeka". Juga kepada 

hamba sahaya yang dimerdekakan karena adanya suatu sebab. 

Misalnya, jika si majikan berkata, "Apabi la istri saya melahirkan 

seorang bayi laki-laki, maka engkau aku bebaskan".  

2. Pembunuhan  

      Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, ia tidak boleh 

mewarisi harta peninggalan.  

      Dasar hukum yang menetapkan pembunuhan sebagai halangan 

mewarisi ialah hadits Nabi SAW dan ijma' para sahabat. Hadits 

Rasulullah SAW:  

نَْ تِيََْم  َق 
 
ل ت  اي رِثُهَُق 

 
اِنَّهَُل اَف 

ً
اِنَْل مََْو 

 
نََْل

ُ
هََُي ك

 
يََْل َغ  ارِث  اِنَْو  ََرُهَُو  ان 

 
وَْك

 
الِدُهَُا هَُو 

 
ََل

يَْ
 
ل دَُف 

 
ل َمِيَْو  ائِل 

َلِق  َس  اث  ر   
Barang siapa membunuh seorang korban, ia tidak dapat 

mempusakainya walaupun si korban itu tidak mempunyai wari selain 

dia, dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya maka bagi 

pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan. (HR, Ahmad) 

 

      Dasar dari ijma' sahabat adalah sayyidina Umar r.a. pernah 

memutuskan memberi diyat Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan 

kepada bapaknya yang telah ia bunuh. Berita tindakan ini sangat 

populer di kalangan para sahabat dan tidak seorang pun yang 

membantahnya.  
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      Dilarangnya membunuh untuk mewarisi, seperti dilarangnya orang 

yang membunuh anak pamannya untuk mendapatkan warisan dalam 

kisah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 72:  

اِذَْ ََو 
ْ
ل ت  ءَْتُمَْن فَْق  ر  اده َمُخَْفِيََْتُمَْسًاَف  ُ اّٰه اََِو  نَْه 

ُ
كَ ا َمَّ ََتُمَْرجِ 

ْ
ك َوَْتُمَُت  ن   

Dan (ingatlah) ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-

menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu 

sembunyikan. (QS. Al-Baqarah: 72) 
 

      Pembunuhan yang dapat menghalangi dari mendapat warisan 

adalah pembunuhan yang disengaja, tersalah, serupa dengan sengaja, 

dan yang disamakan dengan tersalah. Demikian menurut golongan 

Hanafiyyah, yang menurut mereka ketentuannya adalah bahwa semua 

bentuk pembunuhan yang menyebabkan kafarat, dapat menghalangi 

untuk mewarisi. Jika tidak demikian, maka tidak dilarang.  

      Menurut golongan Malikiyyah, pembunuhan dengan sengaja 

sajalah yang dapat menghalangi mendapatkan warisan. Adapun 

golongan Hanabilah mengatakan bahwa bentuk semua pembunuhan 

yang menyebabkan qisas atau diyat atau kafardl, dapat menghalangi 

pelakunya dari mendapatkan warisan.  

      Adapun golongan Syafi'iyyah mengatakan bahwa pembunuhan 

dengan segala macam yang menghalangi dari mendapatkan warisan, 

sekali pun pembunuhan dilakukan karena persaksian atau menambah 

persaksian. Seperti apabila seseorang menyaksikan kerabatnya yang 



49 

 

rnemberi warisan berzina, lalu ia dihukum rajam yang didasarkan atas 

kesaksiannya, maka semua itu dapat menghalang pelakunya dari 

mendapatkan warisan.  

      Kompilasi hukum Islam melalui pasal 173 menyebutkan bahwa 

hakim bisa memutuskan adanya halangan menjadi ahli waris, antara 

lain sebagai berikut : "Dipersalahkan secara memfitnah telah 

mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu 

kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau 

hukuman yang berat”.29 

      Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa, kriteria 

pembunuhan yang dapat mengalangi mendapatkan warisan sebagai 

berikut:  

1. Ahli waris membunuh pewaris  

2. Membunuh untuk mendapatkan waris  

3. Membunuh yang disengaja, tersalah, serupa keduanya  

4. Semua bentuk pembunuhan yang menyebabkan qisas, atau diyat, 

atau kafaradl  

5. Melakukan tindakan menfitnah kepada pewaris  

3. Perbedaan Agama  

                                                 
      29 Cik Hasan Bisri dkk, KHI dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: 

Logos, 1999), hlm. 196 
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      Yang dimaksud dengan perbedaan agama adalah perbedaan agama 

yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang 

diwarisi. Misalnya, agamanya orang yang mewarisi itu kafir, 

sedangyang diwarisi beragama Islam, maka orang kafir tidak boleh 

mewarisi harta peninggalan orang Islam.  

      Rasulullah SAW bersabdah:  

َ
ْ
اي رِثَُال

 
َمُسَْل

ْ
َكَ لِمَُال

ْ
اَال

 
ل َو  َكَ افِر 

ْ
َال لِمَ مُسَْافِر   

Seorang muslim tidak boleh mewarisi orang kafir dan orang kafir 

tidak bolel mewarisi orang muslim. (HR. Bukhari-Muslim)  

 

      Berdasarkan hadits tersebut, semua imam madzhab (yang empat) 

berpendapat sama, namun sebagian ulama berpendapat bahwa orang 

Islam boleh mewarisi harta orang kafir tetapi sebaliknya tidak boleh. 

Pendapat semacam ini dikemukakan dengan argumentasi bahwa 

kedudukan orang Islam itu lebih tinggi daripada siapa pun, tidak ada 

satu pun yang dapat mengunggulinya. Dari semua pendapat tersebut, 

pendapat yang pertamalah yang benar yang merupakan pendapat 

jumhur, yang secara jelas telah mengamalkan nash nabawi dalam 

hadits di atas. Lagi pula masalah waris mewarisi adalah saling 

menolong dan membantu sesamanya. Hal ini tidak terdapat di antara 

orang muslim dengan orang kafir karena dilarang syara'.  

      Mengenai semua agama dan kepercayaan di luar Islam, ulama 

Hanafiyyah, Syafi'iyyah, Imam Abu Dawud mengatakan bahwa 
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semuanya merupakan satu agama, sebab pada hakikatnya mereka 

mempunyai prinsip yang sama, yaitu menyerikatkan Allah SWT.  

      Al-Qur'an memberikan isyarat bahwa aneka ragam agama dan 

kepercayaan kepada selain yang hak digolongkan kepada golongan 

yang sesat. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya:  

اَب عَْ اذ  م  َ...َف 
ْ
َال تُصَْد  نهىَ

 
ا َۖف 

ُ
ل
ٰ
ل اَالضَّ

َّ
َاِل ِ

فُوَْح ق  َر  َن 
... maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. (QS. 

Yunus: 32)  

 

      Imam Malik dan Ahmad mengatakan bahwa beberapa agama dan 

kepercayaan yang ada diluar Islam merupakan agama dan kepercayaan 

yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Agama Nasrani 

merupakan satu agama tersendiri serta agama-agama yang lain pun 

merupakan satu agama yang berdiri sendiri.  

      Mereka mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an, yang 

mensinyalir bahwa setiap umat diberi tata aturan sendiri-sendiri, 

seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 48: . 

...ََ
ْ
ل ع  اَمِنَْج  َن 

ُ
مِنَْشِرََْمَْك ةًَوَّ اجًاَ...ع  َه 

...untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan 

yang terang... 

 
      Di antara kedua pendapat tersebut, pendapat pertama yang terkuat, 

karena adanya kesatuan kepercayaan di antara mereka tentang 
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keingkaran mereka terhadap syariat Nabi Muhammad SAW sebagai 

satu syari'at yang hak.  

      Adapun surat Al-Maidah ayat 48 yang diajukan sebagai 

argumentasi oleh Imam Malik dan Imam Ahmad, menurut Imam 

Mujahid (seorang mufassir kenamaan) ditafsirkan sebagai berikut: 

“Setiap orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW diajarkan oleh 

Allah SWT bahwa Al-Qur'an itu sebagai suatu peraturan dan jalan 

hidup”.  

      Jadi, kalimat مَْمِنَْ
ُ
َك  yang terdapat dalam ayat tersebut adalah 

sebagai kata ganti untuk umat Muhammad SAW semata, bukan 

mencakup seluruh umat.  

 

      Menurut jumhur fuqaha, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah, 

ia tidak mewarisi dari kerabatnya yang murtad. Menurut golongan ini, 

tidak boleh waris mewarisi antara orang Islam dengan orang kafir. 

Orang murtad berarti keluar dari Islam yang berarti ia menjadi kafir, 

maka hartanya menjadi rampasan bagi orang Islam.  

      Menurut golongan Hanabilah, harta orang murtad menjadi hak ahli 

warisnya yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali, 

dan Ibnu Mas'ud. Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa, 

kriteria perbedaan Agama yang dapat mengalangi mendapatkan 

warisan sebagai berikut: 
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1. Orang yang mewarisi berbeda agama dengan orang yang diwarisi, 

namun sebagian ulama berpendapat bolehnya orang Islam 

mewarisi harta orang kafir  

2. Berbeda agama disebabkan karena murtad  

8. Perbedaan Antara Mahjub (Terhalang) dan Mahrum (Dilarang)  

      Dalam hukum kewarisan, terdapat perbedaan antara terhalang 

(Mahjub) dan dilarang (mahrum).  

      Seorang yang terkena larangan mewarisi, seperti karena membunuh 

atau perbedaan agama dalam istilah disebut dicegah dan dilarang. 

      Keadaan ini membuat keberadaan orang yang membunuh itu seolah-

olah tidak ada bagi para ahli waris lainnya sehingga tidak mempengaruhi 

mereka.  

      Adapun keadaan seorang ahli waris yang tidak dapat mewarisi karena 

adanya ahli waris lainnya yang lebih dekat atau lebih kuat kedudukannya 

dengan orang yang diwarisi, disebut terhalang (mahjub). Misalnya seorang 

kakek tidak dapat mewarisi karena terhalang oleh kedudukan ayah, 

saudara laki-laki seayah seibu.  

      Dalam hal ini, tidak dapat dikatakan bahwa kakek dilarang 

mendapatkan warisan karena ada ayah atau saudara laki-laki seayah seibu. 

Kakek mempunyai peluang mendapat warisan seandainya tidak ada ayah, 

begitu juga saudara laki-laki seayah mempunyai peluang mendapatkan 

warisan, apabila tidak ada saudara laki-laki seayah seibu. Tetapi karena 
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masih ada mereka, yaitu orang-orang yang lebih dekat kedudukannya 

dengan orang yang mewarisi (pemberi warisan), peluang tersebut menjadi 

tertutup (terhijab).  

      Berikut ini adalah contoh untuk memperjelas keadan tersebut:  

a. Apabila seorang suami dibunuh oleh anak laki-lakinya dan ia 

meninggalkan seorang istri, saudara laki-laki seayah seibu, serta 

mendapatkan anak laki-laki yang membunuhnya, si istri mendapatkan 

bagian 1/4, saudara laki-laki seayah dari seibu mendapat 3/4 bagian 

(sebagai ashabah). Seandainya anak laki-lakinya bukan pembunuh 

sang ayah, istri hanya mendapat bagian 1/8, sedangkan saudara laki-

laki sekandung tidak memperoleh bagian sama sekali karena terhalang 

oleh anak laki-laki yang lebih dekat kedudukannya dengan ayah. 

Dengan demikian, anak laki-laki tersebut memperoleh 7/8 bagian dari 

harta peninggalan ayahnya.  

b. Ahli waris seseorang adalah ayah, ibu, dan saudara kandung, maka 

saudara kandung tidak memperoleh warisan, karena terhalang oleh 

ayah. Meskipun begitu, ia tetap mempengaruhi ahli waris lainnya. 

Saudara dapat mempengaruhi bagian ibu, yang asalnya 1/3 menjadi 

1/6, andaikan tidak ada saudara, bagian ibu 1/3 sebagai penyempurna. 

9. Al-Takharruj  

Takharruj adalah salah satu bentuk dari pembagian warisan secara damai 

berdasarkan musyawarah para ahli waris. Takharruj adalah pengunduran 
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diri seorang atau beberapa ahli waris dari hak yang dimilikinya dan hanya 

meminta imbalan berupa uang atau barang tertentu dari salah seorang ahli 

waris lainnya.30 

      Dalam pembagian harta warisan dengan istilah At-Takharruj, didalam 

Al-Qur'an maupun Hadits tidak ada keterangannya. Sebab ini mengutip 

dari ijtihad sahabat Nabi Muhammad SAW pada masa khalifah Usman bin 

Affan.  

      Adapun isi ijtihad tersebut ialah sebagai berikut: “Dari Abi Yusuf dari 

seorang yang menceritakan kepadanya, dari Amru bin Dinar dari Ibnu 

Abbas: Salah seorang istri Abdurrahman bin 'Auf diajak berdamai oleh 

para ahli waris terhadap harta sejumlah delapan puluh tiga ribu dengan 

mengeluarkan dari pembagian harta warisan”.31  

      Penyelesaian secara takhaarruj adalah bentuk tindakan kebijaksanaan 

yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan 

keadilan menghendaki. Hal ini dilakukan tanpa sama sekali menghindari 

diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, dengan cara ini suatu 

kesulitan dalam pemecahan persoalan pembagian warisan dalam keadaan 

tertentu dapat diselesaikan.32 

 

                                                 
      30 Harijah Damis, Memahami Pembagian Warisan Secara Damai (Jakarta: MT.Al-Itqon, 2012), 

hlm.123 

      31 Ibid., hlm. 124 

      32 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 297 
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B. Ketentuan Umum Tentang Hibah  

1. Pengertian Hibah  

      Secara bahasa, hibah berasal dari bahasa Arab, yaitu mashdar dari kata 

ةَ  َ yang bentuk fi'il madhinya dari kata هِب  ب  ه    yang artinya memberi atau و 

pemberian.33 Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis 

berarti melewati atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah 

disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.34 

      Hibah diambil dari kata hubuub ar-riih yang berarti hembusan angina. 

Istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian suka rela dan 

santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya.  

      Didalam ensiklopedi Islam diterangkan bahwa hibah artinya 

berembusnya atau berlalunya angina. Menurut bahasa berarti suatu 

pemberian terhadap orang lain, yang sebelumnya orang lain itu tidak 

punya hak terhadap benda tersebut. Hibah dalam pengertia tersebut 

bersifat umum, baik untuk yang bersifat materi maupun untuk yang 

bersifat non materi. Para fuqaha (ahli fiqih) mendefisinikan sebagai akad 

yang mengandung penyerahan hak milik seseorang kepada orang lain 

semasa hidupnya tanpa ganti rugi.35 

                                                 
      33 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 

1584 

      34 Chairuman Pasaribu, Suhrawati K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1994), hlm. 113 

      35 Ensiklopedi Islam, Depdiknas, Faska II, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoece), hlm. 106 
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      Menurut istilah syariat, hibah adalah akad yang subtansinya adalah 

tindakan seorang untuk mengalih kepemilikan hartanya kepada orang 

selain pada saat hidup tanpa imbalan. Jika seseorang telah 

memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimanfaatkannya, namun 

dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini 

adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadiakan sesuatu yang 

tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamer atau bangkai, maka dia 

tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan pemberian ini 

tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah. Jika pengalian kepemilikan tidak 

terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini 

adalah wasiat. Jika pemberian tersebut dengan imbalan, maka ini adalah 

jual beli yang berlaku padanya ketentuan hukum jual beli. Maksudnya, 

hibah dimiliki hanya dengan adanya akad yang telah selesai dilakukan dan 

kemudian pihak yang memberikan hibah tidak lagi dapat menggunakan 

hibah kecuali bila diperkenankan oleh pihak yang diberi hibah. Dalam 

hibah diperlakukan ketentuan memilih dan syuf'ah”.36 

      Sedangkan menurut istilah, hibah adalah pemilikan suatu benda 

melalui transaksi (akad) tanpa mengharapkan imbalan yang telah 

diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.37 

      Menurut beberapa madzhab, hibah diartikan sebagai berikut: 

                                                 
      36 Sayyid Sabiq, Op.Cit., hlm. 547-548 

      37 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 466 
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a. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus 

mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi 

masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah 

milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).  

b. Mamberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan 

atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang 

yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. 

Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian 

itu semata untuk meminta ridha Allah dan megharapkan pahalanya, 

Menurut madzhab Maliki ini dinamakan sedekah.  

c. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan 

qabul pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak 

dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan 

tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup 

kebutuhan orang yang diberikannya, (menurut madzhab Syafi'i).38 

      Dari masing-masing definisi diatas, bisa disimpulkan bahwa hibah 

pada dasarnya ialah sebagai berikut:  

1. Termasuk akad atau perjanjian 

2. Pemberian tanpa imbalan  

3. Harta yang dihibahkan memiliki harga nilai 

                                                 
      38 Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan 

Menurut Hukum Perdata (BW), hlm. 145-146 
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4. Hibah boleh dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, atau kepada 

suatu badan khusus, dan beberapa jumlah orang yang memiliki serikat 

pada yang lain.  

      Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 17I huruf 

(g) yang berbunyi, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela 

dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup 

untuk dimilikinya. 

2. Sumber Hukum Hibah Islam 

      Hukum dasar hibah ialah sunah. Ini disepakati oleh ulama fiqih yang 

mereka mengambil pemahaman dan ijtihad berdasarkan firman Allah 

SWT dan Hadits Nabi Muhammad SAW. 

      Adapun dasar pengambilan hukum dari Al-Qur’an sebagai berikut: 

تُوا
ٰ
ا اَو  ٔـً نِيْۤ وْهَُه 

ُ
كُل نْهَُن فْسًاَف  َم ِ يْء 

نَْش  مَْع 
ُ
ك
 
َل اِنَْطِبْن  ةًََِف 

 
ل َنِحْ دُقٰتِهِنَّ َص  اءۤ  س  ِ

َالن 

اَ ٔـً رِيْۤ َمَّ
Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang 

hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang 

hati.(QS. An-Nisa’: 4)39 

بَِيْلَِ  َالسَّ ابْن  َو  سٰكِيْن  م 
ْ
ال تٰمٰىَو  ي 

ْ
ال و  قُرْبىَٰ

ْ
وِىَال هَٖذ  ِ ىَحُب 

ٰ
ل َع 

 
ال م 

ْ
ال ت ىَ

ٰ
ا ََو  اىِٕۤلِيْن  السَّ َو 

dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, 

orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), 
peminta-minta. (QS. Al-Baqarah: 177) 

 

                                                 
      39 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 115 
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      Adapun dasar pengambilan hukum dari Hadits sebagai berikut: 

َُ َاّٰه ضِي  َر  ر  دِيْثَُعُم  َفِىح  س  ر  ىَف 
 
ل تَُع 

ْ
ل  ُ  ْ َ:َ

 
ال نْهَُق  هَََُع  اع  ض 

 
ا َف  ِ بَِيْلَِاّٰه َس 

ذِى
َّ
هََُالل َعِنْد  ان 

 
َك بَِيْعُهَُبِرُخْص  نَّهَُي 

 
نْتَُا ن  ظ  هَُف  رِي  شْت 

 
نَْا

 
دْتَُا ر 

 
ا بِيََّف  تَُالنَّ

ْ
ل
 
ا س  َف 

قَ َ َف  م 
َّ
ل س  يْهَِو 

 
ل َع  ُ ىَاّٰه

َّ
ل اَت شْت رِىَص 

 
َ:َل

 
هَُال

 
اك عْط 

 
اِنَْا َو  تِك  ق  د  ص  عُدَْفِىَ اَت 

 
ل َو 

م ََ
يْئِهََِبِدِرْه  ق  ائِدَِفِىَ ع 

ْ
ال
 
تِهََِك ق  د  ص  َفِىَ ائِد  ع 

ْ
َال اِنَّ َف 

Hadits dari Umar r.a. berkata: Aku telah membantu kendaraan kuda 
untuk perang fisabilillah, tiba-tiba diabaikan oleh yang aku beri, dan aku 

ingin membelinya sebab aku merasa tentu akan dijual murah, maka aku 

tanya kepada Nabi SAW, jawab Nabi SAW,: Jangan engkau beli, dan 

jangan menarik kembali shadaqahmu, meskipun akan memberikan 

kepadamu dengan harga satu dirham, sebab seseorang yang menarik 

kembali shadaqahnya bagaikan orang yang menelan kembali muntahnya. 

َ ِ بْدَِاّٰه دِيْثَُع  اح  نْهُم  َع  ُ َاّٰه ضِي  َر  ر  ,َعُم  ر  ََبْنَِعُم 
 
ل  ُ  ْ ابَِ طَّ خ 

ْ
َال َبْن  ر  َعُم  نَّ

 
َا

َ ِ بَِيْلَِاّٰه س  َفِىَ س  ر  ىَف 
 
ل ىَع 

َّ
ل َص  ِ َاّٰه

 
سُوْل َر 

 
ل
 
ا س  هَُف  اع  بَْت  نَْي 

 
َا اد  ر 

 
ا اعَُف  هَُيُب  د  ج  و  َف 

َِ َََاّٰه
 

ال ق  َف  م 
َّ
ل س  يْهَِو 

 
ل ََع  تِك  ق  د  ص  عُدَْفِىَ اَت 

 
ل عْهَُو  بَْت  اَت 

 
َ:َل

Ibn Umar berkata: Umar bin Al-Khattab r.a, memberi orang kuda untuk 

berjihad fisabilillah, kemudian ia mendapatkan kuda itu akan dijual 

dipasar, maka Umar akan membelinya, tetapi ia tanya kepada Nabi SAW, 

Nabi SAW, bersabdah: Jangan engkau beli, dan jangan menarik kembali 

shadaqahmu.40 

 

3. Syarat dan Rukun Hibah  

      Didalam kitab Fathul Mu’in dijelaskan mengenai syarat sahnya hibah, 

yaitu:  

َ بُوْل 
ق  هَُو 

 
حْتُك ن  م  هَُو 

 
تُك

ْ
ك
َّ
ل م  اَو  َهٰذ  يْتُك  ه  و 

 
كَ اب  ضِيْتََُبِاِيْج  ر  تَُو 

ْ
بِل ق 

 
كَ َبِهِ صِل 

َمُتَّ

                                                 
      40 Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Mutiara Hadits yang disepakati Bukhari dan Muslim, (Surabaya: 

PT. Bina ilmu Offset, 2007), hlm. 554-555 
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Hibah dinyatakan sah dengan ijab seperti kalimat "Aku hibahkan ini 

kepadamu, Aku jadikan ini sebagai hak milikmu, Aku amugerahkan ini 

kepadamu", Dan memakai kabul yang bersambungan langsung dengan 

ijab, misalnya, "Aku terima" dan "Aku rela" 

ارَِ مُخْت 
ْ
ىَال

 
ل اةَِع  اط  مُع 

ْ
بِال اَو  َهٰذ  تُك  كَِسْو  وْ

 
اَا َهٰذ  ك 

 
ل
 
كَ ةِ اي  كِن 

ْ
قِدَُبِال نْع  ت  َو 

Hibah dinyatakan sah pula dengan ungakapan kinayah, misalnya 

dikatakan, "Ini buatmu" atau "Ini ku pakaikan kepadamu", dan sah pula 

dengan cara mu'athah, menurut pendapat yang terpilih.  

 

      Dalam Syarah Minjad mengatakan, terkadang shighat tidak 

disyaratkan dalam hibah. Contoh dalam hibah dlimniyyah, seperti dalam 

kalimat, "Merdekakanlah budakmu atas namaku", lalu pemilik budak 

memerdekakaknnya, sekalipun dia tidak menyebut kata "Cuma- cuama" 

(gratis).  

      Contoh lain ialah bilamana seseorang melengkapi anaknya dengan 

sebuah perhiasan, lain halnya dengan memberikan perhiasan kepada istri. 

Dikatakan demikian karena, pihak ayah mempunyai kekuasaan untuk 

memilikinya, mengingat pihak ayah dapat menguasainya dengan berperan 

sebagai pihak pengijab dan pengkabul sekaligus. Demikian menurut Al-

Qaffal dan diakui oleh sejumlah ulama.  

      Tetapi pendapat ini dapat disangkal dengan alasan bahwa itu berbeda 

pendapat Syaikhain (Imam Rafi'i dan Imam Nawawi). Dalam hibah orang 

tua kepada anaknya tersebut, kedua imam mensyaratkan, hendaknya pihak 

orang tua berperan sebagai dua belah pihak, yaitu pihak pengijab dan 

pihak pengkabul sekaligus. Sedangkan dalam hibah seorang wali selain 
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ayah, kabul merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh hakim atau 

wakilnya.  

      Mereka menukil dari Al-‘Ibadi dan mengakuinya, yaitu: Seandainya 

seseorang menanam berbagai pohon, lalu di saat menanam dia 

mengatakan, "Aku menanamnya buat anak lelakiku" misalnya, maka hal 

seperti ini bukan dinamakan ikrar (pengakuan). Lain halnya seandainya 

dia mengatakan sehubungan dengan sebuah barang yang ada di tangannya, 

"Aku membelinya untuk anak lelakiku", atau "Untuk si Fulan, orang lain", 

maka hal ini dinamakan sebagai ikrar (pengakuan hibah). 

      Seandainya seseorang mengatakan, "Aku jadikan barang ini untuk 

anak laki-lakiku", maka anak tersebut masih belum memilikinya sebelum 

menerima barang tersebut.  

      As-Subki dan Adzra'i serta lainya menilai lemah pendapat Khawarizmi 

dan lain-lainnya yang mengatakan bahwa, bila seorang ayah memakaikan 

sebuah perhiasan kepada anak kecilnya, maka anak tersebut memilikinya.  

      Segolongan ulama menukil fatwa-fatwa Al-Qaffal sendiri, seandainya 

seseorang melengkapi anak perempuannya dengan seperangkat pakaian 

dan barang-barang tanpa maksud menyerahkan sebagai hal milik, maka 

pengakuan orang tua dapat dibenarkan melalui sumpahnya bahwa dia 

tidak bermaksud menyerahkan semua itu sebagai hak milik, jika anak 

perempuannya mengakui sebagai miliknya (hasil pemberian ayah). Hal ini 

jelas merupakan bantahan terhadap pendapat yang di atas tadi.  
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      Al-Qadhi memberikan fatwa sehubungan dengan seseorang yang 

menyerahkan anak perempuannya berikut seperangkat pakaian dan 

pehiasan ke rumah suaminya. Apabila ayah mengatakan, "Ini adalah 

perhiasan anak perempuanku", maka perhiasan atau pakaian tersebut 

adalah milik anak perempuannya. Tetapi jika ayah tidak mengatakan 

demikian, maka perhiasan atau pakaian itu merupakan barang pinjaman 

milik ayah, dan pihak ayah dapat dibenarkan melalui sumpahnya. 

      Termasuk hibah tanpa shighat ialah seperti pakaian-pakaian bekas 

orang-orang yang besar (jika diberikan kepada orang biasa, maka 

termasuk hibah) karena kebiasaan seperti itu tidak memakai lafadz hibah 

lagi.41  

      Shighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab qabul, 

seperti dengan lafadz hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya. Ijab 

dapat dilakukan secara sharih, seperti seseorang berkata, "Saya hibahkan 

benda ini kepadamu", atau tidak jelas, yang tidak akan lepas dari syarat, 

waktu, atau manfaat. 

1) Ijab disertai waktu (umuri)  

      Seperti perkataan,"Saya berikan rumah ini selama saya masih 

hidup atau selama kamu hidup". Pemberian itu sah, sedangkan syarat 

waktu tersebut batal, Rasulullah SAW, bersabda: Peganglah di 

                                                 
      41 Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Terjemah Fat-hul Mu'in Jilid 2. (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 985-989 
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tanganmu harta-harta, janganlah mensyaratkan dengan umurmu (jika 

memberi), sebab yang memberi dengan mensyaratkan umur harta 

tersebut adalah bagi yang diberi. HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad, 

serta pengarang kitab Sunan yang empat.  

2) Ijab disertai syarat (penguasaan)  

      Seperti seseorang berkata, "Rumah ini untukmu, secara raqabi 

(saling menunggu kematian, jika pemberi meninggal terlebih dahulu, 

maka barang miliknyalah diberi. Sebaliknya, jika penerima meninggal 

dunia dahulu barang kembali pada pemiliknya)". Ijab seperti ini 

hakikatnya adalah pinjaman, Dengan demikian, hibahnya batal, tetapi 

dipandang sebagai pinjaman.  

3) Ijab disertai syarat kemanfaatan  

      Seperti pernyataan, "Rumah ini untuk kamu dan tempat tinggal 

saya". Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pernyataan itu bukan 

hibah tetapi pinjaman.42 

      Hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi hibah, pihak yang 

menerima hibah, dan barang yang dihibahkan. Masing-masing dari ini 

semua memiliki syarat-syarat yang kami papar berikut ini:  

a. Syarat syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah  

                                                 
      42 Simaniuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1999), hlm. 244- 

246 
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      Terkait pihak yang memberi hibah, ditetapkan syarat-syarat 

berikut: 

1. Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkannya 

2. Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran 

suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi  

3. Dia harus berusia baligh, karena anak kecil belum layak untuk 

melakukan akad hibah  

4. Hibahnya harus dilakukan atas inisiatifnya sendiri, karena hibah 

merupakan akad yang ditetapkan padanya syarat ridla terkait 

keabsahannya.  

b. Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Penerima Hibah  

      Terkait pihak yang menerima hibah, ditetapkan syarat-syarat 

berikut:  

      Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian 

hibah. Jika secara fisik dia tidak ada di tempat atau dia dinyatakan ada 

tapi masih dalam prediksi, yaitu misalnya dia masih berupa janin, 

maka hibah tidak sah. Ketika pihak yang diberi hadiah ada ditempat 

pada saat pemberia hibah, namun dia masih dikatagorikan sebagai 

anak kecil, atau gila, maka walinya, atau orang yang mendapat wasiat 

dirinya, atau orang yang mengasuhnya, meskipun dia pihak lain (tidak 

terkait hubungan kekerabatan), maka orang itu boleh mewakilinya 

untuk menerima hadiahnya.  
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c. Syarat-syarat yang Berkaitan dengan Barang yang di Hibahkan  

      Terkait barang yang dihibahkan, ditetapkan syarat-syarat berikut: 

1.  Barang yang dihibahkan harus benar-benar ada  

2. Barang yang dihibahkan harus berupa harta yang bernilai  

3. Barang yang dihibahkan harus dapat dimiliki wujudnya. 

Maksudnya, barang yang dihibahkan termasuk barang yang dapat 

dimiliki, bisa diedarkan, dan beralih kepemilikannya dari satu 

tangan ke tangan lain. Dengan demikian, tidak sah penghibahan air 

dilaut, ikan dilaut, burung di udara, tidak pula masjid dan ruang-

ruangnya. 

4. Barang yang dihibahkan tidak boleh berkaitan dengan milik 

pemberian hibah dengan keterkaitan yang menetap, seperti berupa 

tanaman, pohon, dan bangunan bukan tanahnya, tapi harus dapat 

dipisahkan dan diserakan agar pihak yang diberi hibah dapat 

memilikinya.  

5. Barang yang dihibahkan harus terpisah dalam bagian tersendiri. 

Maksudnya, tidak global, karena penerimaan barang yang 

dihibahkan tidak sah kecuali dalam bentuk wujud tersendiri, 

seperti gadaian. Menurut pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu 

Tsaur tidak perlu ada penetapan syarat ini. Mereka mengatakan, 

"Hibah terhadap barang secara global tanpa ada pembagian 

tertentu sah hukumnya," Menurut Madzhab Maliki dibolehkan 
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menghibah barang yang tidak boleh dijual, seperti onta yang 

melarikan diri dan buah sebelum layak untuk dipetik, serta barang 

yang diambil tanpa izin.  

d. Hibah yang Dilakukan Orang yang Menderita Sakit Menjelang 

Kematian.  

      Jika seseorang menderita sakit menjelang kematian dan 

menghibahkan suatu hibah kepada orang lain, maka hukum hibahnya 

seperti hukum wasiat. Jika dia menghibahkan suatu hibah kepada salah 

satu ahli warisnya kemudia dia mati, sementara ahli waris yang 

lainnya mengklaim bahwa dia menghibahkan kepadanya saat dalam 

kondisi sakit menjelang kematiannya, namun dia mengklaim bahwa 

dia menghibahkan kepadanya dalam kondisi dia masih sehat, maka 

pihak yang diberi hibah harus membuktikan permyataanya. Jika dia 

tidak membuktikan pernyataanya, maka hibah dianggap terjadi pada 

saat sakit menjelang keamatian dan diberlakukan padanya ketentuan 

hukumnya yang sesuai dengan perkara ini. Maksudnya, hibahnya tidak 

sah kecuali jika ahli waris memperkenankannya. Jika dia memberikan 

hibah saat menderita sakit menjelang kematian, namun kemudia dia 

sembuh dari sakitnya, maka hibahnya sah.43  

      Adapun terkait rukun hibah, berdasarkan hukum Islam terbagi menjadi 

tiga bagian, antara lain:  

                                                 
      43 Sayyid Sabiq, Op.Cit., hlm. 551-553  
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1) Pernyataan tentang pemberian itu oleh yang memberi hadiah  

2) Diterimanya pemberian itu oleh yang diberi hadiah  

3) Penyerahan milik itu44 

      Sedangkan rukun hibah menurut beberapa pandangan atau pendapat 

dari beberapa ulama, yakni sebagai berikut:  

      Ibn Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid mengatakan bahwa rukun 

hibah ada tiga, yaitu:  

1) Orang yang menghibahkan (Al-Wahid)  

2) Orang yang menerima hibah (Al-Mauhublah)  

3) Pemberiannya (Al-Hibah)45  

      Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mengatakan didalam Fiqih Sunnah, 

hibah dilakukan dengan ijab dan qabul, dengan perkataan yang 

menunjukkan adanya proses pemberian suatu barang tanpa penukar.46 

      Hibah dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam 

melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari orang lain. Apabila 

dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak 

milik, dan pemindahan hak milik tersebut mesti dilakukan pada saat 

pemberi hibah dan penerima masih hidup. Apabila pemberian hak 

pemilikan itu belum terselenggara sewaktu pemberiannya masih hidup, 

                                                 
      44 Sayyid Sabiq, Op.Cit, hlm. 551-553 

      45 Asaf AA Fyzee, Pokok Pokok Hukum Islam , (Jakarta: Tinta Mas, 1961), hlm. 3 

      46 Rusyd Ibn, Bidayah Al-Mujtohid Juz 2,(Semarang: Usaha Keluarga) 
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akan tetapi baru diberikan sesudah pemberi hibah itu meninggal, maka hal 

itu dinamakan wasiat.47  

4. Penerima Hibah  

      Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa hibah menjadi hak 

penerimaan hibah hanya dengan adanya akad hibah, dan sama sekali tidak 

ditetapkan syarat atau ada penerimaan terhadap hibah (penguasaan atau 

pemegangan terhadap hibah), karena dasar dalam akad-akad itu adalah ia 

dinyatakan sah tanpa penetapan syarat penerimaan. Seperti akad jual beli 

sebagaimana yang telah disinyalir dalam bahasan terdahulu. Inilah 

pendapat yang dianut Imam Ahmad, Malik, Abu Tsaur, dan penganut 

Madzhab Zhahiri.  

      Atas dasar ini, jika pemberi hibah atau penerima hibah mati sebelum 

penyerahan, maka hibah tiada gugur, karena hanya dengan adanya akad 

hibah, maka hibah sudah menjadi milik pihak yang diberi hibah. Abu 

Hanifah, Syafi'i, dana Tsauri mengatakan, "Penerimaan adalah salah satu 

syarat sahnya hibah. Selama belum ada penerimaan, maka pemberi hibah 

tidak terkait dengan penyerahan hibah. Jika penerimaan hibah atau 

pemberi hibah mati sebelum penyerahan, maka hibah gugur.  

 

 

                                                 
      47 Husein Syahatah, Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Penerjemah Dudung Rahmat Hidayat Cản 

Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 284 
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5. Pemberi Seluruh Harta Dengan Sukarela  

      Mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan 

seluruh harta miliknya kepada orang lain. Muhammad bin Hasan dan 

sebagian pentahkik Madzhab Hanafi mengatakan, "Tidak sah pemberian 

sukarela terhadap seluruh harta meskipun pada amal-amal kebajikan," 

Mereka menganggap orang yang melakukan itu sebagai orang yang lemah 

akal dan harus dibatasi kewenangannya,". Penulis ar-Raudhah an-

Nadiyyah memperjelas masalah ini dengan mengatakan, "Orang yang 

mampu bersabar dalam kekurangan materi dan minimnya penghasilan, 

maka tidak masalah bila menyedekahkan sebagian hartanya atau 

seluruhnya. Sedangkan orang yang meminta-minta kepada orang lain jika 

terdesak kebutuhan, maka dia tidak boleh menyedekahkan seluruh 

hartanya tidak pula sebagian besar hartanya. Inilah kesimpulan yang dapat 

mempertemukan antar hadits-hadits yang menunjukan bahwa pemberian 

yang melebihi bagian sepertiga tidak sesuai dengan ketentuan syariat, 

dengan dalil- dalil yang menunjukan diperkenankan bersedekah dengan 

besaran melebihi bagian Sepertiga.48 

6. Larangan Mengutamakan Sebagian Anak Dalam Pemberian  

      Tidak boleh bagi siapapun lebih mengutamakan sebagian dari anak-

anaknya dari pada sebagian yang lain dalam pemberian, karena tindakan 

ini dapat menumbuhkan permusuhan dan memutuskan hubungan yang 

                                                 
      48 Sayyid Sabiq, Op.Cit, hlm. 553 
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diperintahkan oleh Allah agar dijalin. Pendapat ini dianut oleh Imam 

Ahmad, Ishak, Tsauri, Thawus, dan sebagian penganut Madzhab Maliki. 

Mereka mengatakan, "Pengutamaan di antara anak-anak merupakan 

kebatilan dan kesewenang-wenangan, dan harus digugurkan oleh orang 

yang melakukannya". Bukhari pun telah menegaskan hal ini. Mereka 

berhujah terkait pendapat ini dengan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 

Abbas r.a. bahwa Rasulullah SAW, Bersabda:  

مَْ
ُ
ادكِ

 
وْل
 
َا يْن  وْاَب  وُّ دًاََس  ح 

 
اَا

ً
ل ضِ  َمُف  نْت 

ُ
كَ وْ

 
ل ةِ,َو  طِيَّ ع 

ْ
ال تَُفِىَ

ْ
ل ضَّ ف 

 
ا اَل س  ِ

ءَ لن   
Persamakan diantara anak-anak kalian dalam pemberian. Seandainya 

aku (diperkenankan) mengetumakaan seseorang, niscaya aku 

mengutamakan kaum perempuan. 

 
      Dari Sya'bi dari Nu'man bin Basyir, dia berkata, "Bapakku memberiku 

suatu pemberian, Ismail bin Salim yang termasuk salah satu dari 

komunitas mereka mengatakan : Bapaknya memberikan pembantu, lantas 

ibuku, Amrah binti Rawahah, berkata kepada kepadanya, "Temuilah 

Rasulullah SAW, dan persaksikan kepada beliau". Dia pun segera 

menemui Rasulullah SAW, dan menyebutkan hal itu kepada beliau, Dia 

berkata,"Aku memberikan kepada anakku, Amrah memintaku agar 

mempersaksikan hal ini kepadamu". Beliau bertanya, "Apakah kami 

mempunyai anak selain dia?". Dia menjawab, "Ya, jawabku. "Beliau 

bertanya lagi." Mereka semua kamu beri seperti yang kamu berikan 

Nu'am?" "Tidak," jawabnya. Menurut sebagian ahli hadits, beliau 
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bersabda, "Ini kesewenang-wenangan," Sementara menurut ahli hadits 

yang lain beliau bersabda:  

اَهَٰ جَِذ 
ْ
ل يْرِهَِت  اَغ  ىَهٰذ 

ٰ
ل شْهِدَْع 

 
ا ,َف  ة  ئ   

Ini adalah pilih kasih, maka persaksikan ini kepada orang selain aku.  

 
      Mughirah mengatakan dalam haditsnya:  

َوَ  بِر ِ
ْ
ال َفِىَ ك 

 
وْنُواَل

ُ
نَْي ك

 
َا ك  َي سُرُّ يْس 

 
ل
 
ا ا و  طْفَِس 

ُّ
َالل ء   

Bukankah menyenangkanmu bila mereka sama dalam bakti dan kasih 

sayang kepadamu? "iya," jawab orang tua Nu'man. Beliau bersabdah: 

Persaksikan ini kepada orang selainku. Mujahid menyebutkan dalam 

haditsnya;  

مَ 
 
كَ هُمْ, يْن  َب 

 
عْدِل نَْت 

 
َا ِ

ح ق 
ْ
َال َمِن  يْك 

 
ل هُمَْع 

 
َل يْهِمَْاِنَّ

 
ل َع  ك 

 
َل نَّ

 
َاَا ِ

ح ق 
ْ
َال نَْمِن 

 
َا

َ وْك  رُّ ب   ي 
Sesungguhnya diantar hak mereka yang harus kamu tunaikan adalah 

kamu harus berlaku adil di antara mereka, sebagaimana di antar hakmu 

yang harus mereka tunaikan adalah mereka harus berbakti kepadamu. 

 

      Ibnu Qayyim berkata, "Hadits ini termasuk rincian sikap adil yang 

diperintahkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan dengannya langit dan 

bumi tegak, serta diatasnya syariat ditetapkan. Keadilan ini sangat selaras 

dengan Al-Qur'an dibanding semua paramater yang ada di muka bumi, 

dan ia adalah dalil yang sangat tegas kejelasannya. Maka keserupaan 

tersebut (maksudnya keserupaan antara kesamaan dalam pemberian 
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dengan kesamaan dalam berbakti kepada orang tua) dapat disanggah 

dengan sabdah beliau:  

دِهَِ
 
ل الِهَِمِنَْو  َبِم  قُّ ح 

 
َا د  ح 

 
َا

ُّ
ل
ُ
عِيْن َك  ُ جْ

 
النَّاسَِا و   

Setiap orang lebih berhak terhadap hartanya dari pada anaknya dan 

seluruh manusia  

 

      Lantaran seseorang paling berhak terhadap hartanya, maka 

konsekuensinya dia boleh mempergunakan sebagaimana yang 

dikehendakinya, dan keserupaan tersebut diqiaskan dengan pemberian 

kepada pihak-pihak lain. Sudah lazim diketahui bahwa keserupaan ini 

termasuk dalam cakupan yang umum, sementara qiyas tidak dihadapkan 

pada ketentuan hukum yang sangat jelas.  

      Penganut Madzhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan mayoritas ulama 

berpendapat bahwa di antara anak-anak merupakan anjuran, sementara 

pengutamaan makruh hukumnya, namun jika dia melakukan itu, maka 

tetap diperkenankan. Mereka memberikan tanggapan terkait hadits 

Nu'man dengan sepuluh jawaban, sebagaimana yang dipaparkan oleh al-

Hafidz dan Fath al-Bariy, namun semuanya tidak dapat diterima.49 

7. Menarik Kembali Hibah Yang Telah Diberikan  

      Mayoritas ulama berpendapat bahwa dilarang menarik kembali hibah 

yang telah diberikan meskipun antar saudara atau suami istri, kecuali jika 

hibah itu dari orang tua kepada anaknya, maka orang tua boleh menarik 

                                                 
      49 Sayyid Sabiq, Op. Cit, hlm. 554-557 
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kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Ini berdasarkan 

hadits yang diriwayatkan para imam penulis As-Sunah dari Ibnu Abbas 

dan Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW, bersabda:  

َ
 
َل

 
ال َق  م 

َّ
ل س  يْهَِو 

 
ل َع  ُ ىَاَّّٰ

َّ
ل َص  ِ

بِي  نَْالنَّ َع  اس  بَّ ابْنَِع  َو  ر  نَْابْنَِعُم  َع  جُل  َلِر 
ُّ
ل حِ

اَي 
وَ 
ْ
اَال

َّ
اَإِل َفِيه  رْجِ   ي  ةًَف  َهِب  ب  ه  وَْي 

 
ةًَأ طِيَّ َع  نَْيُعْطِي 

 
اَيُعْطِيأ َفِيم  ََالِد 

ُ
ل ث  م  هَُو  د 

 
ل و 

َ اَش  إِذ  َف 
ُ

ل
ُ
ك
ْ
بَِي أ

ْ
ل ك 
ْ
لَِال ث  م 

 
كَ ا َي رْجُِ َفِيه  َثُمَّ ة  طِيَّ ع 

ْ
ذِيَيُعْطِيَال

َّ
َفِيَال اد  َع  َثُمَّ اء  َق  بِ    

يْئِهَِ  ق 
Dari Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabdah: 

Tidak halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau 

menghibahkan suatu pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari 

orang tua kepada anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan 

suatu pemberian kemudian dia rujuk didalamnya (menarik kembali 

pemberiannya), maka dia itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah 

anjing itu kenyang ia muntah, kemudian ia memakan lagi muntahannya. 

(HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At- Timidzi, dan dia 

mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).  

 

      Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas:  

عُوَْ ذِيَي 
َّ
وْءِ,َال َالسَّ

ُ
ل ث  اَم  ن 

 
َل يْس 

 
بَِي رْجُِ َفِيَقَ ل

ْ
ل ك 
ْ
ال
 
تِهَِك يْئِهَِدَُفِيَهِبَ   

Tidak boleh ada perumpaan buruk bagi kita. Orang yang menarik kembali 

hibahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahannya.  

 

      Demikian pula dibolehkan menarik kembali hibah dalam kasus jika dia 

menghibahkan agar mendapatkan ganti dan imbalan dari hibahnya, lantas 

pihak yang diberi hibah tidak memberinya imbalan. Ini berdasarkan hadits 

yang diriwayatkan oleh Salim dari bapaknya dari Rasulullah SAW, bahwa 

beliau bersabda: “Siapa yang menghibahkan suatu hibah, maka dia lebih 
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berhak terhadapnya selama dia belum mendapatkan imbalan atas 

hibahnya”.  

      Maksudnya mendapatkan imbalan pengganti hibahnya. Inilah 

pendapat yang didukung oleh Ibnu Qayyim dalam A'lam al- Muwaqqi'in 

dengan mengatakan, "Pemberi hibah yang tidak boleh menarik kembali 

hibahnya adalah orang yang memberikan hibah dengan sukarela murni, 

bukan karena imbalan. Sedangkan pemberian hibah yang boleh menarik 

kembali hibahnya adalah orang yang memberikan hibah untuk 

mendapatkan ganti dan imbalan atas hibahnya, namun pihak yang diberi 

hibah tidak menggantinya dengan imbalan. Dengan demikian, sunnah 

Rasulullah dapat diimplementasikan keseluruhan secara tanpa 

membenturkan sebagiannya dengan sebagain lain.50  

8. Macam-Macam Hibah  

      Adapun macam-macam hibah itu adalah hibah barang dan hibah 

manfaat, sebagaimana dijelaskan berikut ini:  

1) Hibah Barang  

      Hibah barang ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan 

ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Yang 

dimaksudkan untuk mencari pahala ada yang ditujukan untuk 

memperoleh keridhaan Allah, dan ada pula yang ditujukan untuk 

memperoleh kerelaan makhluk. Hibah bukan untuk mencari pahala 

                                                 
      50 Sayyid Sabiq, Op.Cit.,hlm. 560-561 
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diperselisihkan lagi kebolehannya, tetapi masih tidak diperselisihkan 

hukum-hukumnya. Mengenai hibah untuk mencari pahala, maka 

fuqaha memperselisihkannya, Iman Malik dan Abu Hanifah 

membolehkannya, tetapi Imam Syafi'i melarangnya. Pendapat yang 

melarang ini juga dipegangi oleh Daud dan Abu Tsaur, Silang 

pendapat tersebut berpangkal pada apakah hibah itu merupakan suatu 

jual beli yang tidak diketahui harganya, ataukah bukan suatu jual beli 

yang tidak diketahui harganya.  

2) Hibah Manfaat  

      Di antara hibah manfaat adalah hibah mu’ajjalah (hibah 

bertempo), dan disebut pula ‘ariyah (pinjaman) atau minhah 

(pemberian). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang 

yang diberi hibah masih hidup, dan disebut hibah umri (hibah seumur 

hidup). Seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada 

orang lain sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh 

para ulama dalam tiga pendapat, sebagai berikut:  

a. Pertama, bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus 

sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap 

pokok barangnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Iman Syafi'i, 

Abu Hanifah As-Tsauri, Ahmad dan segolongan fuqaha. 

b. Kedua, bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh 

manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka 
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pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli 

warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para 

pengikutnya. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa apabila dalam 

akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunan ini sudah 

habis, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah 

atau ahli warisnya.  

c. Ketiga, apabila pemberi hibah berkata; Barang ini, demi umurku, 

adalah untukmu dan keturunanmu, maka barang tersebut menjadi 

milik orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada 

pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakn oleh 

Daud dan Abu Tsaur.51 

      Ketentuan mengenai hibah diatur dalam Pasal 210 sampai dengan 

Pasal 214 pada BAB VI Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum 

Kewarisan. Pasal 210 mengatur tentang (1) orang yang telah berumur 

sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan 

dapat menghibahkan, (2) Harta benda yang dihibahkan harus 

merupakan hak dari penghibah.  

      Kemudian dalam Pasal 211 mengatur tentang hibah dari orang tua 

kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pasal 212 

mengatur tentang penarikan hibah, dimana hibah tidak dapat ditarik 

kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pasal 213 mengatur 

                                                 
      51 Ibnu Rush, Bidayatul Mujtahid, (Semarang: Keluarga), hlm. 248 
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tentang hibah yang diberikan pada satu penerima hibah dalam keadaan 

sakit yang dekat dengan kematiannya, maka harus mendapatkan 

persetujuan dari ahli warisnya. Pasal 214 mengatur tentang warga 

negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat 

hibah di hadapan konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat 

sepanjang isinya tidak bertentangan ketentuan pasal-pasal ini.52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
      52 Kompilasi Hukum Islam 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

      Untuk menemukan suatu kebenaran, maka dibutuhkan yang namanya penelitian. 

Karena itulah para ilmuwan melakukan sebuah penelitian dengan metode-metode 

tertentu. Penulis, dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode sebagai 

berikut:  

A. Jenis dan Pendekataan Penelitian  

      Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), artinya 

penelitian ini mendekatkan pada penelusuran dan penelaahan pustaka yang 

sesuai dengan kajian yang diteliti, karena sumber data- datanya semata-mata 

di dapatkan dari berbagai karya tulis ilmiah baik itu manuskripsi, buku, dan 

dokumeen-dokumen lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung 

membicarakan persoalan yang diteliti.53 

      Untuk itu, penulis akan melakukan penelitian pada buku-buku serta kitab-

kitab fiqih yang bermahdzab Syafi'i yang ada kaitannya dengan pembahasan 

skripsi ini, yang nantinya data yang sudah diperoleh akan dideskripsikan dan 

kemudian dianalisis. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen 

disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat 

sekunder yang ada di perpustakan.  

B. Sifat Penelitian  

                                                 
      53 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 4 



80 

 

      Sifat penelitian ini menggunakan deskriptif analitik. Dimana nantinya 

dalam penilitian, penulis melakukan identifikasi dengan menganalisa melalui 

proses ketentuan hukum Islam. Didalam mendeskripsikan pengertian hukum 

waris dan hibah, penulis akan menjabarkan secara princi yang nantinya dapat 

menemukan hasil dari penelitian yang sesuai dengan pokok permasalahan.  

C. Sumber Data Penelitian  

1) Sumber Data Primer  

      Sumber data primer adalah sumber data yang pokok penulis gunakan 

dalam penyusunan skripsi ini. Data-data yang penulis peroleh dari 

berbagai buku dan kitab-kitab madzhab Syafi'i yang isinya mengandung 

bagian dari penelitian ini.  

2) Data Sekunder  

      Data sekunder digunakan untuk menunjang atau membantu dalam 

penyusunan skripsi ini. Untuk buku yang digunakan sebagai referensi 

antara lain:  

a. Moh. Anwar, Fara'idl Hukum Waris Dalam Islam Dan Masalah 

Masalahnya, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981) 

b. Thalib Sajuti, Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 1995)  

c. Satrio, Hukum Waris, (Penerbit Alumni, 1992)  

d. Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, (Bandung: PT, Remaja 

Rosdakarya, 2007)  
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e. Usman Rachmadi, Hukumn Kewarisan Islam Dalam Dimensi 

Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Mandar Maju, 2009)  

D. Teknik Pengumpulan Data  

      Berdasarkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

dalam penelitian ini penulis menggunakan studi kepustakaan/studi dokumen 

(documentary study) untuk mempermudah dalam memperoleh data-data yang 

penulis perlukan.  

E. Analisis Data  

      Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang telah diperoleh dari hasil metode pengumpulan data yang telah 

digunakan.54 Adapun penulis dalam menggunakan analisis data untuk 

penelitian yaitu menganalisa data yang telah ada, yang nantinya akan 

digunakan oleh penulis dalam Bab IV yang membahas tentang Tinjauan 

Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Dengan Model Hibah dan Waris.  

F. Sistematika Penulisan  

      Dalam Sistematika Penulisan, penulis mengambarkan dan membagi 

penulisan skripsi dalam berbagai bab dan sub sub, tujuannya supaya nantinya 

mudah dalam memahami dan menganalisis masalah, yang nantinya akan lebih 

terarah.  

                                                 
      54 Arikunto dan Suharsimi, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 335 
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      BAB I berisi: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah 

Pustaka, Sistematika Penulisan.  

      BAB II berisi: Pengertian dan Dasar Hukum Waris, Sumber Hukum Waris 

Islam, Harta Warisan, Ahli Waris, Rukun dan Syarat Waris, Perkara yang 

Menyebabkan Seseorang Menerima Waris, Perkara yang Menjadi Penghalang 

Seseorang Menerima Waris, Perbedaan Antara Mahjub (Terhalang) dan 

Mahrum (Dilarang), Al- Takharruj, Pengertian Hibah, Sumber Hukum Hibah 

Islam, Syarat dan Rukun Hibah, Penerimaan Hibah, Pemberi Seluruh Harta 

Dengan Sukarela, Larangan Mengutamakan Sebagian Anak Dalam 

Pemberian, Menarik Kembali Hibah Yang Telah Diberikan, Macam-Macam 

Hibah.  

      BAB III berisi: Jenis dan Pendekataan Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber 

Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Sistematika 

Penulisan.  

      BAB IV Penulis akan memaparkan analisis data terhadap hukum Islam 

terhadap pembagian harta dengan metode hibah dan waris dan menganalisa 

hasil dari penelitian tersebut sesuai dengan kajian teori pada bab II serta 

berdasarkan pendapat penulis.  

      BAB V berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup serta daftar 

pustaka yang isinya berupa sumber data literatur, buku-buku, dan artikel lain 

untuk digunakan dalam penelitian, biodata penulis. 
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BAB IV  

ANALISIS TERHADAP TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PEMBAGIAN HARTA DENGAN MODEL HIBAH & WARIS 

    

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Dengan Model 

Hibah & Waris  

      Perlu diketahui bahwa, pada sebenarnya pembagian harta waris dan hibah 

dalam agama Islam sudah di jelaskan oleh para fuqaha, dimana didalamnya 

dijelaskan secara perinci bagian-bagian harta waris yang dibagikan kepada 

ahli waris.  

      Melihat dari kronologi pada latar belakang masalah dalam pembagiannya, 

yakni sebuah harta yang diberikan orang tua pada sebagian anaknya. Dalam 

pandangan Islam, status tanah yang diberikan ini dinamakan hibah. Dengan 

kata lain, orang tua menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada sebagian 

anaknya, yakni lima hektar dihibahkan tiga hektar kepada kedua anaknya dari 

lima anak.  

      Agama Islam adalah agama yang sempurna. Segala persoalan kehidupan 

sudah ada tatanan didalamnya, termasuk dalam hal hibah dan waris. Cuma 

terkadang apa yang sudah menjadi ketentuan dalam Islam. terkait pembagian 

warisan ada yang tidak sesuai di dunia nyata. Ini karena faktor ketidak tahuan 

seorang ahli waris terhadap ilmu waris dalam Islam. Akibatnya, terjadilah 

sengketa atau masalah.  
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      Dalam hal ini, penulis sangat tertarik mengangkat sebuah judul skripsi 

yang didalamnya mencangkup persoalan pemberian hibah yang nantinya 

hibah ini menjadikan suatu masalah saat pembagian harta warisan. Untuk 

mempermudah dalam penelitian, penulis sudah membuat suatu gambaran 

bagaimana hukumnya dalam pandangan Islam terkait gambaran yang penulis 

paparkan pada latar belakang masalah di bab I.  

      Disana digambarkan, orang tua memberikan hibah tanah kepada sebagian 

anaknya yang sudah menikah atau berkeluarga. Jika melihat dari syarat dan 

rukunnya hibah, maka apa yang sudah diberikan atau dihibahkan sebidang 

tanah tiga hektar kepada kedua anaknya itu sudah terpenuhi syarat dan 

rukunnya.  

      Dari segi syarat hibah, syarat yang berkaitan dengan pemberian hibah. 

Tentu saja tanah yang dihibahkan orang tua itu milik orang tua itu sendiri, 

bukan milik orang lain. Serta tidak terikat oleh suatu tanggungan, misal tanah 

tersebut sedang digadaikan. Begitu juga dilihat dari segi umur, pastinya sudah 

baligh dan layak untuk melakukan hibah dan memang apa yang diberikan 

orang tua kepada kedua anaknya lahir dari inisiatif orang tua sendiri, bukan 

karena permintaan kedua anaknya.  

      Kemudian syarat yang berkaitan dengan penerima hibah. Pada saat orang 

tua memberikan tanahnya pada kedua anaknya, walaupun dikronologi 

alurmya tidak menyebutkan kata "kehadiran", akan tetapi sudah barang pasti 

hadir pada saat itu. Sebab yang menerima hibah hanya kedua anaknya yang 
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suda menikah, sedangkan tiga anaknya yang lain masih kecil tidak diberi 

tanah yang statusnya hibah.  

      Mengapa orang yang menerima hibah harus hadir, karena itu sudah 

ketentuan hukum Islam, sebagaimana dituangkan didalam buku karyanya 

Sayyid Sabiq. Disana dijelaskan bahwa penerima hibah harus benar-benar ada 

secara fisik saat pemberian hibah. Jika secara fisik dia tidak ada ditempat atau 

dia dinyatakan ada tapi masih dalam prediksi, yaitu misalnya dia masih 

berupa janin, maka hibah tidak sah.  

Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah. 

Jika secara fisik dia tidak ada di tempat atau dia dinyatakan ada tapi masih 

dalam prediksi, yaitu misalnya dia masih berupa janin, maka hibah tidak sah. 

Ketika pihak yang diberi hadiah ada ditempat pada saat pemberia hibah, 

namun dia masih dikatagorikan sebagai anak kecil, atau gila, maka walinya, 

atau orang yang mendapat wasiat dirinya, atau orang yang mengasuhnya, 

meskipun dia pihak lain (tidak terkait hubungan kekerabatan). maka orang itu 

boleh mewakilinya untuk menerima hadiahnya.  

 

      Adapun syarat yang berkaitan dengan barang yang dihibahkan. Dalam hal 

harta yang dihibahkan oleh orang tua, tentu saja harta itu milik orang tua dan 

memang ada, yaitu berupa tanah lima hektar. Akan tetapi tanah lima hektar ini 

yang dihibahkan cuma tiga hektar. Sisa tanah milik orang tua tinggal dua 

hektar, yang tiga hektar sudah diberikan kepada kedua anaknya yang sudah 

berkeluarga.  

      Dinilai dari segi penilaian harta, tanah merupakan bagian dari barang yang 

nilainya sangat tinggi. Sehingga karena tingginya nilai barang ini, yakni tanah 
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maka sangat rentan dengan konflik dalam hal pembagian harta waris maupun 

lainnya. 

      Untuk itu, Islam sangat memperhatikan perkara ini, yang nantinya 

diharapkan dengan adanya ketetapan atau aturan dalam perkara ini, akan 

membuah hasil yang adil dan bisa diterima oleh yang bersangkutan. 

Kemudian, apa yang dihibahkan oleh orang tua memang sudah ada bentuk 

harta hibah tersebut, yakni keberadaan tanah yang diberikan oleh orang tua 

memang wujud atau ada. Tidak semerta-merta cuma janji atau barang yang 

diberikan masih samar. Tanah yang dihibahkan orang tua kepada kedua 

anaknya ini memang semuanya apa yang ada di tanah itu, baik berupa 

pepohonan, tanaman, maupun lainnya yang ada disitu. Dan orang tua tidak 

mengikat kepemilikan tanah yang dihibahkan kepada kedua anaknya.  

      Suatu perkara, dimana ada syarat maka juga ada rukun. Terkait apa yang 

dilakukan oleh orang tua kepada kedua anaknya dalam hal pemberian hibah, 

dilihat dari segi rukun, sudah memenuhi semuanya, yaitu adanya Al-Wahid, 

dia adalah orang tua kedua anak yang menerima tanah tiga hektar sebagai 

pemberian hibah. Kemudian Al-Mauhublah, dia adalah kedua anak dari 

jumlah lima anak, yakni kedua anak tersebut yang mendapatkan hibah dari 

orang tua, berupa tanah tiga hektar, yang masing- masing mendapat 1,5 

hektar. Selanjutnya pemberiannya Al-Hibah, yaitu berupa tanah tiga hektar 

itu.  
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      Akan tetapi menurut menurut Sayyid Sabiq, rukun hibah cuma dilakukan 

dengan cara ijab qabul, lalu disertai pemberian barang yang dihibahkan. Ini 

pun sudah cukup memuat dan sudah dilakukan oleh orang tua kepada kedua 

anaknya saat menghibahkan hartanya.  

      Bisa diambil kesimpulan, bahwa apa yang diberikan orang tua kepada 

kedua anaknya sudah memenuhi syarat dan rukun hibah. Dari sekian apa yang 

dipaparkan diatas, yaitu adanya rukun dan hibah yang dilakukan oleh orang 

tua kepada kedua anaknya, ada pendapat lain dari ulama berpendapat bahwa 

hibah cukup saja dengan melakukan akad hibah saja, tanpa adanya ketetapan 

syarat ataupun adanya penerima hibah.  

Diantara ulama ada yang berpendapat bahwa hibah menjadi hak penerimaan 

hibah hanya dengan adanya akad hibah, dan sama sekali tidak ditetapkan 

syarat atau ada penerimaan terhadap hibah (penguasaan atau pemegangan 

terhadap hibah), karena dasar dalam akad-akad itu adalah ia dinyatakan sah 

tanpa penetapan syarat penerimaan.  

 

      Pendapat ini menggunakan dasar bahwa dasar dalam akad-akad itu adalah 

tak perlu adanya ketetapan syarat penerima. Pendapat ini dianut oleh Imam 

Ahmad, Malik, Abu Tsaur, dan Penganut Madzhab Zhahiri.  

      Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa andaikan orang tua 

memberikan hibah kepada kedua anaknya dan kedua orang tua meninggal 

atau sebaliknya kedua anaknya meninggal, maka tetap dihukumi sah hibahnya 

dan tidak gugur.  

      Menghibahkan harta miliknya sendiri memang tidak ada batasnya 

ketentuan yang harus dibatasi kadar harta yang dihibahkan. Mayoritas ulama 
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berpendapat bahwa bolehnya seseorang menghibahkan seluruh harta miliknya 

kepada orang lain. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat lain, yaitu 

Muhammad bin Hasan. Beliau berpendapat:  

Tidak sah pemberian sukarela terhadap seluruh harta meskipun pada amal-

amal kebajikan. Mereka menganggap orang yang melakukan itu sebagai 

orang yang lemah akal dan harus dibatasi kewenangannya. Penulis ar-

Raudhah an-Nadiyyah memperjelas masalah ini dengan mengatakan: Orang 

yang mampu bersabar dalam kekurangan materi dan minimnya penghasilan, 

maka tidak masalah bila ia menyedekahkan sebagian hartanya atau 

seluruhnya. Sedangkan orang yang meminta- minta kepada orang lain jika 

terdesak kebutuhan, maka dia tidak boleh menyedekahkan seluruh hartanya 

tidak pula sebagian besar hartanya. Inilah kesimpulan yang dapat 

mempertemukan antar hadits-hadits yang menunjukan bahwa pemberian yang 

melebihi bagian sepertiga tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dengan 

dalil-dalil yang menunjukan diperkenankan bersedekah dengan besaran 

melebihi bagian sepertiga. 

  

      Adapun yang dilakukan oleh orang tua kepada kedua anak tersebut 

tidaklah semua hartanya diberikan, melainkan hanya tiga hektar dari jumlah 

keseluruhan lima hektar. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh orang tua 

kepada kedua anaknya dalam hal ini bisa diterima oleh kedua pendapat diatas.  

      Didalam ketentuan menghibahkan hartanya kepada anaknya, tidak boleh 

mengutamakan sebagai dari anak-anaknya, karena tindakan ini dapat 

menumbuhkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturahmi. 

Ketentuan ini dianut oleh Madzhab Malikiyah, Imam Ahmad, Ishak, Tsauri, 

dan Thawus. Mereka menganggap tindak ini, yakni pengutamaan diantara 

anak-anak merupakan kebatilan dan kesewenang-wenangan, dan harus 

digugurkan oleh orang yang melakukannya.  
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Tidak boleh bagi siapapun lebih mengutamakan sebagian dari anak- anaknya 

dari pada sebagian yang lain dalam pemberian, karena tindakan ini dapat 

menumbuhkan permusuhan dan memutuskan hubungan yang diperintahkan 

oleh Allah agar dijalin. 

  

      Jika dilihat dari kaca mata umum, dimana orang tua memberikan tanah 

tiga hektar kepada kedua anaknya masuk pada kata pilih kasih. Karena jumlah 

tanah lima hektar dihibahkan tiga hektar cuma kepada dua anak saja, 

sedangkan tiga anaknya yang masih belum dewasa belum mendapatkan 

bagian tanah milik orang tua. Saat orang tua masih hidup, tidak ada suatu 

yang dipermasalahkan, sebab ketiga anaknya belum tahu mana yang 

diuntungkan dan mana yang dirugikan. Akan tetapi saat orang tua sudah tiada, 

dan ketiga anaknya bertumbuh dewasa, saat itulah baru merasa bahwa mereka 

telah dirugikan atas ketidak adilan apa yang orang tua hibahkan tiga hektar 

tanah kepada kedua kakaknya.  

      Dalam hal ini, secara otomatis ketiga anak itu ingin menarik kembali 

tanah tiga hektar milik kedua kakaknya. Dan nantinya tiga hektar tanah 

tersebut dijadikan satu dari dua hektar tanah yang statusnya harta waris. 

Sehingga jika digabung maka menjadi lima hektar tanah warisan.  

      Kembali ke tinjauan hukum Islam, jika ini dilakukan maka mayoritas 

ulama berpendapat bahwa ini dilarang dilakukan. Artinya jika tiga hektar 

tanah milik kakaknya ini ditarik kembali untuk dijadikan warisan maka 

hukumnya dilarang alias tidak boleh. Sebab yang menarik ini antar saudara, 

bukan orang tua. Andaikan orang tua masih hidup, orang tua menarik kembali 
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tanah yang dihibahkan tiga hektar kepada kedua anaknya, maka hukumnya 

boleh.  

      Sebagaimana dimuat dalam hadits, sebagai berikut:  

َ
 
َل

 
ال َق  م 

َّ
ل س  يْهَِو 

 
ل َع  ُ ىَاَّّٰ

َّ
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كَ ا َفِيَي رْجُِ َفِيه  اد  َع  َثُمَّ اء  َق  بِ    

يْئِهَِ  ق 
Dari Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabdah: Tidak 

halal bagi seseorang lelaki untuk memberikan pemberian atau menghibahkan 

suatu pemberiannya, kecuali bila hibah itu hibah dari orang tua kepada 

anaknya. Perumpamaan bagi orang yang memberikan suatu pemberian 

kemudian dia rujuk didalamnya (menarik kembali pemberiannya), maka dia 

itu bagaikan anjing yang makan, lalu setelah anjing itu kenyang ia muntah, 

kemudian ia memakan lagi muntahannya. (HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu 

Majah, dan At- Timidzi, dan dia mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih). 

 

      Berdasarkan hadits diatas, tertera dengan jelas bahwa tidaklah halal 

seseorang menarik kembali sesuai apa yang telah dihibahkan. Bahkan 

digambarkan dengan sesuatu yang amat rendah sekali, yaitu bagaikan seekor 

anjing yang makan sampai kenyang. kemudian ia muntah lalu memakannya 

kembali apa yang telah ia muntahkan.  

      Perumpamaan didalam hadits tersebut sangatlah hina, sebab perihal betapa 

tercelanya perilaku seseorang yang menarik kembali hibah yang telah 

diberikan.  
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      Dalam hubungannya dengan penarikan hibah, ulama Madzhab Maliki 

berpendapat bahwa pihak pemberi tidak mempunyai hak menarik kembali, 

sebab hibah merupakan sebuah akad yang tetap. Ulama Madzhab Syafi'i 

menerangkan, apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya 

penerimaan dengan seizin pemberian hibah, atau pihak pemberi hibah telah 

menyerahkan barang yang telah diberikan, maka hibah yang demikian ini 

telah berlangsung sempurna. Artinya tidak dapat ditarik kembali. 

      Penjelasan ini terkait pemberian hibah dari orang lain yang memberikan 

hibah kepada orang lain yang akan di tarik kembali, apa lagi yang penulis 

bahas sampai pada penarikan hibah sesama saudara, tentu lebih tidak 

diperkenankan. Walau masih sama saudara akan tetap yang memberikan 

hibah adalah orang tuanya sendiri.  

      Namun jika yang menarik hibah tersebut itu orang tua maka menurut 

Imam Malik membolehkannya. Kecuali, jika terdapat perubahan dari obyek 

yang dihibahkan. Akan tetapi semua itu tergantung niatnya orang tua menarik 

kembali harta yang dihibahkan. Jika hibah itu dimaksudkan untuk mempererat 

hubungan orang tua dengan anaknya, maka boleh ditarik kembali apa yang 

telah dihibahkan. Namun jika diberikan dengan tujuan mengharapkan 

keridlaan Allah, maka masuk pada kategori shadaqah yang tidak boleh ditarik 

kembali.  
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      Alhasil, jika ditinjau dari hukum Islam terkait penarikan hibah tanah tiga 

hektar milik kedua kakaknya dari orang tua maka hukumnya tidak boleh, 

sebab penarikan ini dilakukan oleh saudara atau ketiga adiknya.  

      Selanjutnya terkait kewarisan, jika dilihat dari ahli waris, kelima anak ini 

masuk pada kerabat atau hubungan darah. Maksudnya kelima anak ini 

memiliki darah daging dari orang tua yang sama. Oleh karena itu, kelima anak 

ini berhak menerima harta waris dan masuk pada golongan ashabul fiurudh. 

Sesuai ketentuan yang berlaku, bahwa ashabul furudh merupakan ahli waris 

yang didahulukan ketimbang dari golongan ashabah dan dzawil arham.   

      Dilihat dari segi syarat, terkait harta waris dua hektar sudah memenuhi 

syarat, yaitu orang tua dari anak lima sudah meninggal dunia. Kemudian ahli 

warisnya yaitu lima anak tersebut masih hidup. Lalu tidak ada sesuatu yang 

menghalangi dari sebab berhak menerimanya harta waris, artinya antara lima 

anak dengan orang tua memang satu darah dan statusnya masih mempunyai 

hubungan darah.  

      Didalam kewarisan juga terdapat istilah At-Takharruj. Jika dilihat dari At-

Takharruj terkait dengan harta waris yang berjumlah dua hektar bisa jadi 

kedua kakaknya dari tiga saudara yang memiliki tanah tiga hektar dari 

pemberian orang tua mengundurkan diri dari hak waris. Dalam hal ini sah-sah 

saja seorang ahli waris mengundurkan diri dari pembagian harta waris, karena 

merasa sudah cukup apa yang telah orang tua berikan tiga hektar kepada 

dirinya.  
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      Akan tetapi tidak menutup kemungkinan, kedua kakaknya ini juga bisa 

mendapatkan pengganti harta waris jika hasil musyawarah disetujui oleh 

ketiga adiknya.  

      Secara subtansi pembagian harta warisan dengan metode At-Takharruj 

sama dengan pembagian harta waris secara damai berdasarkan prinsip 

musyawarah. Para ahli waris bermusyawarah dan bersepakat tentang 

bagaimana ketentuan pembagian harta waris tersebut yang telah disepakati 

secara bersama sama.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

      Ditinjau dari hukum Islam terkait penarikan hibah tanah tiga hektar milik 

kedua kakaknya dari orang tua maka hukumnya tidak boleh, sebab penarikan 

ini dilakukan oleh saudara atau ketiga adiknya. Secara subtansi pembagian 

harta warisan dengan metode At-Takharruj sama dengan pembagian harta 

waris secara damai berdasarkan prinsip musyawarah. Para ahli waris 

bermusyawarah dan bersepakat tentang bagaimana ketentuan pembagian harta 

waris tersebut yang telah disepakati secara bersama sama. Dengan demikian 

harta waris yang berjumlah dua hektar bisa jadi kedua kakaknya dari tiga 

saudara yang memiliki tanah tiga hektar dari pemberian orang tua 

mengundurkan diri dari hak waris. Dalam hal ini sah-sah saja seorang ahli 

waris mengundurkan diri dari pembagian harta waris, karena merasa sudah 

cukup apa yang telah orang tua berikan tiga hektar kepada dirinya. Atau tidak 

menutup kemungkinan, kedua kakaknya ini juga bisa mendapatkan pengganti 

harta waris jika hasil musyawarah disetujui oleh ketiga adiknya. 
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B.  Saran 

      Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu dikemukakan, 

yaitu dari segi syarat hibah, syarat yang berkaitan dengan pemberian hibah. 

Tentu saja tanah yang dihibahkan orang tua itu milik orang tua itu sendiri, 

bukan milik orang lain. Serta tidak terikat oleh suatu tanggungan, misal tanah 

tersebut sedang digadaikan. Begitu juga dilihat dari segi umur, pastinya sudah 

baligh dan layak untuk melakukan hibah dan memang apa yang diberikan 

orang tua kepada kedua anaknya lahir dari inisiatif orang tua sendiri, bukan 

karena permintaan kedua anaknya.  

C. Penutup 

      Demikian yang bisa penulis jelaskan dalam skripsi ini, yang mana masih 

banyak kekurangan namun bisa sedikit menjadi gambaran jika dikalangan 

masyarakat masih terjadi hal seperti apa yang penulis analisis. Harapan 

semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. 

      Alhamdulillah puji syukur penulis sampaikan diakhir skripsi ini, terima 

kasih kepada semua pihak atas bantuan dan partisipasinya. Mohon maaf atas 

segala kekurangannya.  
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